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ABSTRAK

Nama : Elina Kartini

Program Studi:  Magister Kenotariatan

Judui . Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pendaftaran Jual Beli
{Analisis Kasus Akia Jual Beli Nomor

499/13/Cipondol/TR/1987)

Jual beh adalah salah satu perbuatap hukem yang paling banvak dilakukan oleh
masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk
memperkuat dan memperiuas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena
dengan dicatatnya jual beli pada seripikat, pembeli dapat dengan mudah
membuktikan diri sebagai pemegang hak atas fanah Memperluas pembuktian
karens dengan dicalatnya jual beli pada buku tanah, masvarakat smum gkan
mengetahui peristiwa jual beli tersebut. Pentingnya pendaftaran jual bell membuat
PPAT scbagai pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu proses
pendaflaran jual beli, harus melakukan tugasnya dengan teliti dan hati-hati, PPAT
wajib memastikan jual beli yang dibuktikan dengen aktanyz sampai dengan
pendaftaran jual beli tersebut telah memenubi ketentuan hukum yang berlaku,
Kelalaian PPAT dalam melaksanakan fugas-tugasnya tersebut dapat menyebabkan
jual beli tidak dapat didaftarkan dan akhimya membuka kesempatan kepada
penjual untok mengalibkan lagi objek jual beli kepada pihak lain sehingga
- pembeli kehilangan hakmya. Afas kelalalannyas yang telah mengakibatkan
kerugian tersebut, PPAT dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata
ataupun sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data-data
dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif,

Kata kunci : jual biel, pendafiaran, PPAT.
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ABSTRACT

Nama + Elina Kartini
Program Studi: Master of Notariat Programime
Judul . Legal Consequences of Unregistered Sale and Purchase

Transaclion (Case Analysis of Sale and Purchase Deed
Number 499/13/Cipondoh/IB/1987)

Sale and purchase fransaction is a legal act which is done by most people.
Registration of sale and purchase transaction is important because it is intended to
strengthen buyer with strong and large proof of evidence. Strengthen buyer with
strang proof of evidence means by recording sale and purchase transaction in
certificate, buyer may casily prove himself as legal owner of the land. Strengthen
buyer with large prool of evidence means by recording sale and purchase
transaction in the Land Office, public will acknowledge such sale and purchase
transaction. The importance of sale and purchase registration requires Land Deed
{Official, as the official appointed by the State to assist the registration process of
sale and purchase transaction, to do his tasks thoroughly and carefully, Land Deed
Official must ensure the sale and purchase tratsaction proven by his deed and the
registration of such sale and purchase transaction has met the applicable
provisions of law. Land Deed Official negligence in performing his duties may
gause the sale and purchase transaction unable to be registered and eventually may
open opportunity to the vendor to re-sale the land to other party, causing buyer
losing his ownership on land. For the negligence that has caused the losses, Land
Deed Official may subject to administrative sanctions, ¢ivil sanctions or crirmnal
sanctions. This research is a normative legal research. The datz are analyzed and
presented in qualitatively.

Key words : sale and purchase, registration, Land Deed Official
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BAB)
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat
berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa, Perumahan dan pemukinian
fidak dapat hanya difihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu
merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk
masyarakat dan dirinya daiam menampakkan jati diri.'

Pada kota besar seperti Jakaria dan sekitarmya, kebutuhan masyarakat akan
hunian, baik untuk tempat tinggal maupun untuk investasi fidak pernah bethenti.
Bila pada kota Jakarta vaog lshannya semakin sempit, perusahazan pengembang
giat membangun condominiom, maka di kota-kota sekitar Jakarta seperti
Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi, perusshaan pengembang dengan giat
membangun perumahan dengan fasilitas vang lengkap dan mutakhir.

Banyak pihak mengkhawatitkan bahwa permintean  masyarakat  ams
perurmnahan akan meoutun pada tabun 2008 sebab krisis finansial global telah
mengakibatkan inflasi dan suku bunga meningkat. Kckhawatiran ini tidak pemah
terjadi, bahkan sepanjang tahun Z00B pennintaan masyarakal akan pernmahan
terus meningkat. Tingginya permintaan ind fidak lepas dari dukungan Bank yang
memberikan kredit,?

! Arie Sukant Hutagalung, Condominium Dan Pernasalahannya, Cer. 3, (Jakarta : Badan
Pererbit Fakultas Hokum Universitas Indonesia, 20033, hal. L.

? Menurst harien Kompas, sebagian besar pembelian mimah dilakuken dengan Kredit
Pemilikan Ruaah. Perincisusya adalsh sebanyak 75,4% permbelian runmh dilakukan dengan
Kredit Pemilikan Ramahb, 17,1% dengan tunai berlabsp dan 6,5% dengsn tunai kerss. Bank
Tabungan Negara yang fokus membiayai keedit properti kebanjiran permintaan. Kredit perumalrag
baru yaog disalwken Bank Tsbungan Negara selama pericde Jammwari-Juni 2008 mencapai
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Pada tahun 2009 ini tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah tinggi,
namun pelaku dan pengamat bisnis properti yakin bisnis properti masih tetap
tumbuh. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesiz (DPP RED
Teguh Satna optimis prospek bisnis perumahan masih baik pada tahun 2009
Menurutnya hal ini karena jumiah penduduk terug hertambah sehingga kebutuhan
rumah juge akan terus meningkat.” Bahkan pemerintah, Bank Indonesia dan
kalangan perbankan pada umwnnya merasa yakin bahwa meskipun laju inflasi
tahun 2008 cukup tingg:, vakni sekitar 12% akibat kenaikan harga komoditas
pangan internasional dan penyesuaian harga bahan bakar minyak di pasar
domestik, pada tahun 2009 ini, laju inflasi akan kembali turan menjadi 6% - 6,5%.
Bukan hal yang mustabil, bisnis properti yang terus bergairah sejak tahun 2002
akan mencapai puncak pada takun 2010 - 2011,°

Menurat Direktur Summarecon Serpong, Sharif Bemjamin, masyarakat
Indonesia cenderung membell properti untuk investasi ketimbang bermain di
pasar saham dan pasar uang yang sast ini kurang menguntungkan, Hal ini
disebabkan karena biasanya harga properti akan rmeningkat tajam sampai 100%
dalam waktu beberapa tahun. Sebagai contoh sebush apartemen di Summarecon
Kelapa Gading yang semula ditawarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam
beberapa tahun terjual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000.000,-°

Pemerintah telah memprediksi sejak awal bahwa seiring berjalannya waktu,
pertumbuhan perumaban di Indonesia akan meningkat. Karena ity untuk memberi
kepastian hukum di bidang pertanahan, melalsi Undang-Undang Nemor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjulnya disebut Undang-

Ep. 4,32 trifiun, meningkat 79% dibandingkan dengan periode yang sama pada tabun 2007 vang
hatya sekitar Rp. 2,37 triling,

M. Fajar Marta, "Waspadal Kredit Macet Propedti,” hpdiwww kompas.comfreadfml/
20A8A0Y 180859398 Ywmepadal bredit rascet provest, 18 September 2008,

? Yohan Rubiantors, stal, “Prospek Propert 2009 Belun Terlaly  Cerah”

<hitp:/ferww kompas conread/aml2009/01/09/12 11 2480/ mrospek. properth, 2009,
belumieriain.cemal> 9 Janoari 2008,

! Panangmn Slmanungkalnt "Bisnis Prc:pertu Sudlah Kebal Krisis,” <http://www kompas_cem/
/Iy Susdah.kebal kisie™, 23 Qitober 2008,

P ®vD, ”Mcskz \fieiamb@zt, Propeddi Nasional Tumbuh,” <bttpweny kompas.cond/read/sml/
INTHALLAY ekl melantbat properti nadiopal tuwbuh™, 5 Nopember 2008
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Undang Nomor 5 Tahun 1960} pasal 19, pemerintah memernntahkan
diselenggarakannya pendaflaran tanah. Ketentuan mengenal pendafiaran tanah
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 wrsebut kemudian dilaksanakan
dengan Peraturan Pemgerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafiaran Tanah
(selanjutnya digebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1561) yang berlaku
untuk 27 tahun dan kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah {selanjuinya disebut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997) yang berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997.°

Pelaksanaan pendaftaran tangh melipull kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali dan pemeliharaan data pendaflaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali
{initial registration)’ adalah kegiatan pendaftaran vang dilakukan terhadap objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar menurut Peraturan Pemnerintah Nomor 10
Tahun 1961 dan Feraturen Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sedangkan
pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance)® adalah kegiatan pendafiaran
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam buku tangh di Kantor
Pertanzhan dan sertipikat, veng antara lain disebabkan karena dialihkannya atav
dibebankannys statu hak atas tanah,

Pendaftaran Tanah diselengparakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Perianahan dengan dibantu oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (selanjutnya discbut PPAT) dan pejabat lain yang
ditugaskan uvniuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran
tanzh,” PPAT membantu Kepala Kantor Pertanshan khususnya dalam kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tansh dengan membuat akta-akia peralihan dan
pembebanan hak serta melakukan pendaflaran peralihan dan pembebanan hak

8 Arie Sukanti Hutagalung (8), Tebaran Pemikiras Seputar Masalah Hidum Tanah, (Jakarts :
Lembaga Pemberdavaan Hukum Indonusta, 2865), hal.81,

7 Ibid., hal 83

* Ihid,

? Pejabat luin yang dimaksed misalnya Pejabat Pembuat Akia Tanah Sementara, perbuatan
Alta Ikrar Wakaf aleh Pejabat Perbuat Akta Tkear Wakaf, pembuatan Sorat Kvaga Membebaskan
Heak Tanggungan oleh Noturis, pembustan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dan ajudikasi dalam
pendafiaran tanah sccars sistematik oleh Pasita Ajudikasi.

Indonesia (a), Perafuran Pemarinteh Tertang Pendafiavan Tanach, PP Noo 24 Tshun 1997,
LN, No. 59 Tahun 1997, TLX. No, 3696, ps. 3 o ps. & ayat (2},
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tersebut ke Kantor Pertanahan. Dalam kegiatan peralihan hak yang disebabkan
karenz jual beli, Akta Jual Beli yang dibuat PPAT adalah syaral mutlak dan
merupakan dasar pendaftaran jual beli. Tanpa akiz ini, Kantor Pertanahan akan
menolak permohonan pendaflaran yang diajukan.

Pentingnya fungsi Alda Jual Beli tersebut, membuat akta harus dibuat
sedemikian rupa schingga dapat dijadikan desar yang kuat untuk pendaftaran
pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Dalam pembuatannya,
PPAT bertanggungrawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan
hukum yang hersangkutan sebab pendaftaran Jual Beli yang tidak memenuhi
syarat-syarat sshnya perbuatan bukum akan ditolak oleh Kantor Pertanahan.
Pemeriksaan tidak cukup hanya pada identitas para pihak, tetapi juga meliputi
syarat-syarat tertentu lainnya yang berkaitan dengan subjek dan obick jral beli
Dalam hal penjualan yang dilakukan olel perusahaan pembangunan perumahan
{selanjutnya digcbut Perusahaan Pengembang), maka PPAT harus mengetahui
bahwa Perusahasn Pengembang terikat depgan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai
Penyediagn Dan Pemberian Tanah Unink Keperluan Perusahaan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penvediaan Dan Pemberian
Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumzhan dan
Undang-Undang Nomeor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang
mengatur bahwa Perusahaan Pengembang tidak boleh menjual tapah tanpa
bangunan. Pada prakieknya, dalam hal objek jual beli adalah tanah kosong, maka
Perusahaan Pengembang dan pembeli terlebih dahulu membuat perjanjian
pengikatan jual beli, baik yang dibuat dalam bentuk dibawsh tangan maupun
dalam bentuk akia ofentik yang dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian ind pada
dasarnya meémuat kesepakalan antara Perusshaan Pengembang dan pembeli
bahwa setelah syarat-syarat untuk penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan
PPAT terpenubi, untara lain misalnya setelah diatas tanah didirikan bangunan,
maka Perusahaan Pengembang dan pembeli akan menandatangani Akta Jusl Beli
dihadapan PPAT.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, selain membuat akta jual beli, PPAT
juga mempunyai tugas mendaflarkan jual beli tersebul dengan menyerahkan
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sertipikat berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya ke Kantor Pertanahan'®,
Pada prinsipnya, saal penandatanganan Akta Jual Beli di kantor PPAT, perbuatan
hukum mengenat pemindahan hak tersebut baru diketahui oleh para pihak dan
PPAT bersangkutan saja karena administrasi PPAT bersifat tertutup untuk uvmum.,
Oleh karenanya jual bell harus didaflarkan di Kantor Pertanahan untuk dicatat
pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan agar pembeli memperoleh
surat bukii yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya. Pencatatan
pemindahan hak pada sertipikat membuat pemegang hak yang baru memperoleh
surat tanda bukli yang kuat, U Pencatatan pemindahan hak pada buku tanah
mengakibatkan perbuatan hukum pemindshan hak tersebut tidak hanya diketahui
oleh para pihak lelapi joga oleh masyarakat umum karena administrasi
pendaftaran tangh di Kantor Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk umum.'?
Begitu pentingnya fungsi PPAT dalam pendaftaran jual beli sehingga apabila
tidak dilakukan, pembeli tidak dapat memperoleh sertipikat dan karenanya tidak
dapat membuktikan bahwa ia pemegang hak yang sah. Di sisi lain, masyarakat
umum juga tidek akan mengetabui bahwa jual beli telah terjadi dan kepemilikan
objek jual beli telah beralih. Akibatnya penjual dapat dengan bebas meninal
kembali objek jual beli kepada pihak lain, sebagaimana terjadi pada kasus yang
akan dibahas pada penelitian ini.

Pada awal fahun 1987, Nyonya X membell sebideng tanah Hak Guna
Bangunan dar sebuah perusahaan pesgembang bemama PT. A. Jual beli berupa
tanah kosong, seluas 285 M2 yang merupakan sebagian dari bidang tanah selvas
19.970 M2, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Kuoeiran, terletak di

® Menurut Peratumsn Perogrintah Nomor 16 Tahun 1961 pasal 22 avat (3), pendafiaran jual
beli dapat dilakukan oleh PPAT dengan segera seieizh penandatanganan Akia Jual Beli atau dapat
pula dilskukan oleh yang berkepentingan. Sedang menarut Peratiran Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 pasal 40 avst {1), pendaftaran fus! bell wajib dilakukan oleh PPAT dalam wakty 7 {rajuhb)
hari setefah pensndatanganan akia,

' Sertipikat sebapai alat buktl yang kuat berarti bahwa selama belum dapat dibuktikan
sebalikrya, data fisik dan dats ywridis yang dicantumban dalam sertipikat harus ditzrima sebagai
data yang henar, baik dalam perbuatan hukom sehari-hari maupun dalam sengkets di Pengadilan,

sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Ukur dan Boky Tanah vang
hersangkutan.

indonesia (a), op.cit., penielasan umnar,

** Boedi Harsono, Hukum Agraria Indosesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Ist Dan Pelaksonaarmya, Bd.rev, Cet 10, {¥akarta : Djambatan, 30035), hal. 331,
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Kabupaten Tangerang (saat ini Kotamadya Tangerang) tersebut dilakukan
dihadapan seormng PPAT di Kotip Tangerang. Jual beli tersebut tidak pernah
terdaftar di Kantor Pertanahan setempat schingga sampai saat ini Nyonyz X tidak
pernah menerima bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Selain it
masyarakat umum juga tidak pernah mengetahui bahwa terhadap sebagian tanah
tersebul pernah dilakukan jual beli kepada Nyonya X,

Pada tahun 2005, PT. A menjual kembali tanah Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran seluas 19970 M2 tersebut secara utuhb
kepada PT. C dihadapan PPAT yang b&rbeda. Pada tahun 2006, Hak Guna
Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran tersebut hapus karena jangka waktunya telah
berakhir dan tidak pernah dimintakan perpanjangan jangks waktu. Tak Jama
kemudian, Hak Guna Bangunan tersebut dimohonkan kembali oleh PT. C dan atas
permohonan iersebut dikeluarkan sertipikat Hak Guna Bangunan baru atas nama
PT. C. Saat ini oleh PT.C, Hak Guna Bangunan fersebut telah dijaminkan dan
dibebani dengan Hak Tanggungan pada suatn Bank.

1.Z. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, beberapa permsasalahan
yang menjadi kajisn dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam jual beh yang tenjadi dalam
kasus Nyonya X7?

2. Bagaimana kedudukan dan hak-hak Nyonya X terhadap tanahnya ditinjau
darni segi hukum tanah?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan pokok penelitian ini adalah ;
1. Untuk mengstahui dan menganalisis tanggung jawab PPAT dalamn jual
beli yang terjadi dalam kasus Nyonya X,
2. Unmiuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan hak-hak Nyonya X
terhadap tanahnya ditinjau dari segi hukum tanah.
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1.4, Manfzat Penelitian

Penelitian 1nt berfujuan untuk memberikan wacana kepada masyarakat
mengenal pentingnya suat kegiatan pendaftaran tanah. Selsin itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat dapat memberikan wacana kepada calon PPAT mengenai
pentingnya seorang PPAT senantiasa bertindak sesuai peraturan, bersikap teliti
dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya schab pelanggaran ataupun
kelalalan yang dilakukan oleh PPAT dapat merugikan masyarakat pengguna jasa
PPAT,

1.5. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunskan metode penelitian hukum
normatif. Alat pengumpul data yang digunakan adalsh studi dokumen dan
wawancara. Studi dokumen dilakukan pada data sekunder yang terdiri atas :
a. behan hulum primer, antara lain
Undang-Uindang Nomor 3 Tahuen 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrana, Peratoran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendafiaran Tanah dan penggantinya yakni Peraturan Pemerintah Nomeor
24 Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah, Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1897 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pererintah Nomor 24 Tahun 1987
Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun
1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahury 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
Serta Hak Dan Kewajibannya, Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pombuat Akta Tanah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentusn Mengenai Penyediaan Dan Pembenan Tanah Untuk Keperluan
Perusshaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987
tentang Penyediasn Dan Pemberian Hak Atas Tanab Untuk Keperluan
Perusahaan Pembangunan Perumshan serta peraturan-peraturan lain
berkenasan dengan agraria khususnya mengenal pendaflaran tanah,

peraturan-peraturan berkenaan dengan PPAT dan perusahasn pengembang.
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b bahan hukwn sekunder, antara lain buku, artikel majaizh, surat kabar,
Akta Jual Beli Nomar 499/13/Cipondoh/JB/1997 dan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor 630.1-490-2009,

¢.  bahan hukum tertier, antara Jain kamus dan ensiklopedia,

Data-data ini kemudian dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif.

Dari sudut tujuannya, penelitian ini adalah penclitian problem identification,
dimana permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan proses analisa
dan pengambilan kesimpulan, Dari sudut penerapannya, penclitian ini adalah
penelitian berfokus masalah atau problem focused research, dimana permasalahan
diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilihat kaitannya antara
peraturan perundang-undangan tersebut dan prakick yang terjadi.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab pertama penelitian ini memuat latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulissn,

Bab kedua penclitian ini memuat ketentuan-ketentuan pada peraturan
perundang-undangan yang digunskan dalam penclitian tni serta analisis kasus.
Ketentuan-ketentuan tersebut antara lam mengenai jual beli tanah baik jual beli
pada umumnya maupun jual beli tanagh yang dilakukan oleh Perusahaan
Pengembang, pendaftaran tanah, tugas dan kewajiban PPAT, Hak Guna Bangunan
serta Hak Tanggungan. Ketentuan-ketentuan terscbut kemudian digunakan untuk
menganalisis kasus dalam penelitian ini.

Bab ketiga penelitian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan
saran.
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BAB 2
AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKANNYA
PENDAFTARAN JUAL BELI

2.1, Perusahaan Pengembang

Perusahaan Pengembang adalah suatu perusshaan yang berusaha dalam
bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlsh yang besar,
di atas suatu aresl tanah yang akan merupakan svatu kesatwan lingkungan
permukiman, yang dilenpkapi dengan prasaraps-prasarana lingkungan dan
fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan olch masyarakat yang menghuninya.”

Perusahaan Pengembang yang dapat memperoleh tanah adalah Perusahaan
Pengembang vang berbentuk badan bukum vang didirkan menurut huloam
Indonesia dan berkedudukan di Indonesis. Apabila badan hukum tersebut

bermodal asing, maka harus berbentuk suabz perusahaan campuran dengan modal
nasional.'?

2.1.1. Pengadaan Tanah Oleh Perusahaan Pengembang

Perusabaan pengembang wvang ingin melaksanakan pembangunan
perumahan wajib melaksanakan pengadaan tanah, Sebelum menentukan cara
mempercieh tanah untuk Keperluan perumahan, perusahsan pengembang
terlebih dahulu perlu memperhatikan mengenai
1. proyeknya.

Proyek adalah aps vang direncanakan untuk dibangun oleh Perusahaan

Pengembang yang bersangkutan,

2. lokasinya.

¥ Kementrian Dalam Negerl, Peraturan Menteri Dalam Neger! Tentang Ketentuan-Ketetttuon
Mengenai Penyedican Dan Pemberion Tanah Untul Keperlugn Perusalioan. Permendagri No. §
Tahun 1974, L. No. 38 Tabun 1974, pasal 5 ayat {i}.

W fbid., pasat § ayat (2).

¥ Arie Sukanti Hutagalung (b), Serba dneka Maseloh Fanah Dalam Kegiatan Ekonomi

(Suatu Kampuion Karanganj, Cet.l, (Jakarta ; Fakoltas Hukwg Undversitas Indonesia, 20013, hal.
128.
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Lokasi adalah daerah dimana proyek yang bersangkutan akan
dibangun, dalam hal ini perdu diketahui terlebih dahulu Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku di daerah yang bersangkutan. '¢

. Tanah yang tersedia

Perusahaan Pengembang perlu mengetahui letak, luas dan batas tansh
di lokasi yang dipilih. Perusahaan Pengembang juga perlu meneliti data
yuridis hak atas tanah yang menyangkut status tanah, status pemegang hak,
hak-hak pihak ketiga yang membebaninya serta perbuatan
hukum/petistiwa hukom yang terjadi.)”

Adapun tate cara memperoleh tanah menurut Hukum Tanah Nasional

adalah sebagai berikut ;

1.

2

Permohonan hak.

Permohonan hak dan pemberian hak atas tanah dilakokan jika tanah
yang diperlukan berstatus Tanah Negara. Hak-hak yang dapat diperoleh
atas tangh yang dikuasai negara fhak-hak primer) ada 5 macam ;

a. Hak Milik ;

b. Hak Guna Usaha ;

¢. Hak Guna Bangunan ;

d. Hak Pakai ;

e. Hak Pengelolaan ; '
Perjanjian dengan pemilik tanah,

Perjenjian dengan pemilik tanah dapat dilakukan apabila pemilik
tanah tidak mau melepaskan tanahunys, Perjanjian ini misalnya perjanjian
sewa menyewa dan BOT (Build, Operation and Transfer). BOT pada
dasarnya merupakan  perjarjian  penggunaan  fanah  dengan pola
membangun gedung diatas fansh yang diperlukan dan dipergunakan
selama jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu yang diperjanjikan
berakhir maka tanah kembali kepada pemilik semula. Dalam sistem

® Ihid.

¥ 1hid., hal, 130

* Hutagalang (2), op.eit, bal. 174-175,
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3.

i

Hukums Tanah Nasional, BOT dapat diidentikkan dengan perjanjian sewa-
menyewa dalam jangka waktu panjang.’
Pemindahan hak.

Pemindahan hak adalah perbustun hukum yang memindahkan hak

atas tanah kepadz pihak lain, Pemindahan hak dilakukan apabila ;

a. tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

b. pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah adg;
c. pemilik bersedia menyerahkan tanah.

Tanah-tanah hak yang dapat dipindahkan adalah :

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

¢. Hak Guna Bangunan;

d. Hak Pakai atas Tanah Negara.

Bentuk-bentuk pemindahan hak:

. Jual beli

Jual beli yang dienut Hukwn Taneh Nagional adalah jual beli
menurut hukum adat dimana pemindahan hak atas tanah dari penjual
kepada pembeli terjadi serentak bersamaan dengan pembayaran dari
pembeli kepada penjnal.

. Tuker Menukar

Hak atas tanah tertentu ditukar demgan hak atas tansh lain yang
sejenis, misalnya Hak Milik ditukar dengan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan ditukar dengan Hak Guna Bangunan,

Hibah

Pemindahan hak terjadi seketika dan langsung sebagai penyisihan
schagian dari harla kekayaan seseorang yang diberikan secara cuma-
cuma semasa i hidup kepada orang yang bissanya mempunyai
hubungan kekerabatan.

. Hihah wasiat

Pemindahan hak tegadi secara langsung menurnt kehendak

terakhir dari si pemberi wasiat sesudah pember] wasiat meninggal.

% Hutsgalung (b), op.ci¥,, hal. 134,

Universitas Indonesia

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH Ul, 2009



12

g. Pemasukan/inbreng
Pemindahan hak secara langsung dari pemegang saham kepada
perseroan sebagai bukti pembayaran sahamnya.?®
4. Pernbebasan/pelepasan tanah.

Pembebasan hak dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
dikenal dengan istilah Pelepusan Hak atau Penyerahan Hak. Adapun
pengertiannya adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara
pemegang hak atas tanah yang dikuasainyz dengan memberikan ganti
kerugian atas dasar musyawargh *!

Pelepasan hak yang diikuti dengan permohonan dan pemberian hak
atas tanah dilakukan bila ¢
2. tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atan tanah ulayat suatu

masyarakat hukum adat; :

b. pibak yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai subyek
pemegang hak selamjutnya  atas  tenah  terssbut  melalui
pemindahan/peraliban hak secara langsung.

Menurut ketentnan Pagal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960, 2apzbile pemindahan/peralinan bak tersebut {etap

dilakukan maka perbuatan pemindahan hak itu batal demi hukum dan

tanahnya iatuh kepada negara (tanahnya menjadi Tanah Negara),
sedangkan pembayaran yang felah dilakukan tidak dapat dituntut
kembali,

¢. pemilik bersedia menyerahkan tanabnya.”

Pelepasan hak adalah proses awal bagi perolehan tanah oleh pihak
lain vang hendak menguasai tanab untuk keperluan pembangunan.
Pemegang bak yang melepaskan haknya setelah melalul proses
musyawarah berhak mendapatkan ganti kerugian yang berbentuk uang,
tanah pengganti, pemukiman pengganti, gabungan dari uang, tanah
pengganti dan pemukiman pengganti, dan bentuk lain yang disstujui

* Hutagalung {a), op.cit, hal. 177-178,
X b

2 thid., bal 174175,
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pihak-pihak yang bersangkutan.” Pada tanah hak ulayat, ganti kerugian
diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas wmum atan bentuk lain
yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.*!

Pembebasan atau pelepasan dapat dilakukan dengan penandatanganan
Akta Pelepasan Hak (APH) dihadapan Notaris atau dengan akia dibawah
tangan dengan disaksikan oleh Lurah dan dikuatkan/disahkan oleh Camat
dan dihadapan Kepala Kantor Agraria setempat.®® Setelah selesai, calon
pemegang hak diwalibkan untuk mengajukan permohonan hak kepada
negara. Sclanmjutnya negara  akan mengeluarkan Swurat  Ketetapan
Permohonan Hak (SKPH). 8KPH yang telah diberikan kepada Perusahaan
Pengembang menimbulkan kewajiban yang harus dipenuki. Kewajiban
tersebut ada dua, yang pertama berhubungan dengan pemberian hak dan
vang kedua berhubungan dengan penguasaan tanahnya.

Kewajiban Perusahaan Pengembang sehubungan dengen pemberian
hak adalah sebagai berkut ;

a. membayar Bea Perolehan Hak Aias Tanah dan Bangunan
b. membayar vang pemasukan
¢. mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan.

Kewajiban Perusshaan Pengembang sechubungan dengan penguzsaan
tanahnya adalah sebagal berikut
a. memelibara tanda batas
b, menggunakan fanshnya secars optimal
¢, mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanzhnya
d. menggunakan tanahnyd sesuai dengan kondisi lingkungan hidup
e. melakukan kewajiban yang tercantum dalam sertipikat.

Setelzh  kewajiban-kewajiban  diates terpenuhi, barulah Kantor
Pertanabhan berdasarkan Surat Ketetapan Permohonan Hak (SKPH)
menerbitkan seriipikat.

B rbid., hal 178,

2 thid | hat 179,

B Yose Rizal Sidi Marajo, dneka Konsgp Swrar Perjanjion dan Kentrak, (Bandusg :
CV Pustaka Setia, 1996), hal, 147,
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5. Pencabutan hak.

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan pihak lain oleh
pemeriniah secara paksa untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan
umum dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyal
tanah. Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan
pemberian hak atas tanah dilakukan jika :

a. tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

b. pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya,

¢. tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembanguman untuk

kepentingan wmum >

Pencabutan hak dilakukan pemerintah secara sepihak berdasarkan asas
bahws semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa
penggunaannya harus berguna bagt pemegang haknya maupun bagl
masyarakat (kepentingan umum). 7 Hal ini tidak berarti bahwa
kepentingan perseorangan terdesak sama sekali oleh kepentingan woum
karens kepentingen masyarakat dan kepentingan perscorangan haraslah
saling mengimbangl, hingga pada akbimya tercapai tujuan pokok
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bag: rakyat selurnhnya.®® Oleh
sebab it pihak yang melakukan pencabutan fanah harus memberi genti
kerugian kepada pemegang hak ates tanah. Apabila ganti rugi dirasekan
tidak memuaskan, maka pemegang hak atag tanah dapat mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi. Ganti rugi harus diberikan secara tunai dan
dibayarkan langsung kepada yang berhak, Ganti ruogi tidak hanya
diberikan kepada pemegang hak atas tanah, tetapl juga orang-orang yang
menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.®® Jika tanah

* Hutagalung (2}, ep.cit., kal. 175,

7 1ndonesia (b), Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarig, UU No. §
Tahun 1950, LN No. 104 Tahun 1960, TLK No. 2043, pasal 6.

*# Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaon: Hak-Hak Atas Tanab,
{3akarta : Keocans, 2004), hal 17.{8.

® Menurut Profesor Aric Sukanti Hutagalung, ganti mgi vang diberikan oleh Instansi
Pemerintah hanya diberikan kopada falzor Sk (faktor mwteriil} semata, padabal scharusnya

dipertimbangken pula fakior imamateriil-nya. Untuk iz beliav mengusulian agar gant rugl dalam
rangka pengadaan tanah dibedakan ates :
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yang dicabut haknya tersebut temyata tidak dipergunakan sesuai rencana
peruniukannya, maka pemegang hak atas tanah semula diberi prioritas
untuk mendapatkan kembali tanzhnya,”
Menurut Keputusan Presiden Nomeor 55 Tahun 1993 dan Peraturan
Presiden Republik Indonesta Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadean Tanah
Bagi Pelaksanasn Pembangunan, pembangunan perumahan tidak termasuk
kategori kepentingan umum. Selain ite, menurut Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 5 Tahun 1974 fentang Ketentuan-Ketentnan Mengenai
Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, usaha
Perusahaan Pengembang tidak boleh diselenggaran dengan menggunakan
tanah pihak lain. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Perusahaan Pengembang tidak dapat melakukan perolehan tanah
dengan cara pencabutan hak dan perjaniian dengen pemilik tanah.
Langkah-langkah yang dilakukan Peruszhaan Pengembang dalem
rangka pengadaan tanah dengan pembebasan tanah adalah
1. Melakukan survei untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih
diperbolehkan oleh Dinas Tata Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW} untuk dibangun perumahan.

2. Mengurus 12in Jokasi ke Dinas Tata Kota.

3. Membebaskan tanzh dengan suxat pelepasan hak, baik yang dibuat
dibawah tangan maupun yang dibuat secara notariil dengan Akta
Pelepasan Hak (APH) dihadapan Notaris.

1. Kompensasi atss fakior fisitk {materiil) melipati penggantian atas
. Tamah hak, baik yang bersertipikat dan yang belum bersertipikat;
. Tanah vlayat;
Tansh wakaf,
. Tanzh vang dikuasai tanpa slag hak, yaug dengan atau tanps iin pemilik tanak;
Banpunan;
Tasaman:
g. Benda-bends lain yeng ada kaitannyz dengen tanah,

2. Kompensasi aes faktor non-fisik (immaterdil), yaitu penggantan atas kehilangan
kenntungan, kenikmatan, manfaat’kepentingan yang sebelumnya  diperoleh  oleh
masyarakat yang terkena pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersehug
berupa antara lain penghasilan dan tingkat kehidupan, teropat kerja, unit usahe, lahan
usaha/dan gtau sarama Hngkungaonys, fasilitas amumm dan terpat ibadab,

Hutagskang {a}, op.ciz, hel 267 dan 211

T U =N LI =

3 mbid., hal. 184,
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4. Mengurus rencana tapak (site plan}

Mengaiukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Perianashan
setempat.

Apabila permohonan dikabulkan, maka Kantor Pertanahan akan
mengeluwarkan Surat Keputusan Pemberian Hak {SKPH) atas nama
Peruszhaan Pengembang.

5. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

7. Memenuhi persyaratan vang tertulis dalam Surat Keputusan Pemberian
Hak (SKFPH) antara lain membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan membayar uwang pemasukan ke Xantor
Bendahara Negara. Setelah persyaratan ini dipenult maka Kantor
Pertanaghan akan mengeluarkan Sertipikat Induk atas nama Perusahaan
Pengembang.”'

Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Bota melakukan pemecahan
gertipikat dari Hak Gunz Bangunan induk menjadi sertipikat Hak Guna

Bangunan untuk perbidang kavling tanah ates nama Perusahaan Pengembang

sesual rencang tapak {site pfan).m

2.1.2. Izin Lokasi

Perlu diketahui bahwa pada saat kasus yang dibahas dalam tesis ini tegjadi
yakni tanggal 21 Pebruari 1987, ketentuan mengenai Izin Lokasi belum
berlaku, Namun karena saat ini ketentuan tersebut merupakan salah satu
ketentuan pokok yang berlaku bagi Perugahaan Pengembang, maks penulis
memutuskan untuk membahasnya dalam penulisan tesis ini.

Izin lokasi dibutuhkan karena kurang tertibnya praktek pengadaan tanah

khususnya pembangunan perumahan sering menimbulkan kesulitan atau

! Sahat HM Tua Sinags, "Larengan Badan Ussha Pengembang Perumzban dan Permukiman
Menjual Tanah Tanps Bangunan Berkzitan Dengan Pencatetan Peralthan Hak Dalam Sertipikat

Tunds Bukt Hak Atag Tanah,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas ITndonesia, Yepcok, 2008),
hal. 42-50.

2 Ibid,
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hambatan yang membuat jalannya pembangonan perumahan menjadi
terlantar.”

Izin Lokasi mempunyai fungsi sebagai alat pengendali penggunaan tanah
melalni mekanisme pengaturan dan penataan fisik kota melalui Rencana Tata
Ruang Wilayah (}é'“‘(Z'R‘t.?l.f),3’4 Adanya lzin Lokast membuat pengembangan
kota sebagaimana diarshkan dalam Rencana Induk dapat dikendalikan dengan
cermat schingga penggunaan tangh dapat ditata secara proporsional.”

Peraturan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanghan Nasional
Nomor 2 tzhun 1999 tentang Izin Lokasi®® (selanjumya disebut Permeneg
Agraria’Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999) menetapkan bahwsa perusahaan
yvang didirikan dalam rangka penanmman modal wajib  mengajukan
permohonan tzin lokasi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kots
sebelum melakukan kegiatan perolehan tanahnya®.

Adanya Izin Lokasi membuat pemerintah dapat mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan-penusahaan dalam memperoleh tanah, menginzat
penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan
penggunaan tanah harus sesuat dengan rencana tata mang yang berlaku dan
dengan kemampuan fisik tanah fersebut” Setelzh memperoleh izin lokasi,
barulah pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal
izin lokasi dengan cara jual behi, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah
atau cara lain sesual dengan ketentuan yang berlaku.

* Hutagalung (s}, 6p.0it,, hal. 193.
M tbid,, hal. 195

¥ Ibid., hal, 193.

3 Tzin lokasi adulah izin vang diberikan kepada perusahaze untulk memperoleh tanah vang

diperiukan dalant rangka penananmn modal yeng berjaky pula sebapal izin pemindahan hak, den
untuk menggupakan tanah tersebut guna Xeperluan nsaha penanaman modaloyve,

Kemenirian Negars Ageatia (1), Peraturaon Menteri Negara Agraria/Kepole Badan Pertenahan
Nasional Tendang fzin Lokast, Permeneg Agraria/Kepala BPN No. Z Tahun 1993, pasal 1 ayat (1)

* Meskipun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

2 Tahun 1992 ditujukan khusus bagi perusahaan dalem rangka penasaman modal namn pada
praktcknya Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan non pesanaman modal,

* Hutagalung (a), op.cit, hal. 54.
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Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi,
maka semua hak dan kewajiban pihak lain yang sudah ada atas tanzh yang
bersangkutan tetap diakui, termasuk kewenangen pemegang hak atas tanah
untuk memperoleh tanda bukti hak {gertipikat) dan kewenangan untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperiuan prbadi serta
kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Setelah tanah yang
bersangkutan dibebaskan dari hak pihsak lam, maka kepada pemegang izin
lokasi dapat diberikan hak atas tanah vang memberikan kewenangan
kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk
melaksanakan rencana penanaman modalnya, ™

Pada kenyataan di masyarakat, bahkan di kalangan peiabat pertanahan dan
Pemenintah Daerah terdapat persepsi yang salsh mengenal izin lokasi.
Persepsi tersebut adalah bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertento
dalam izin lokasi, maka pemegang izin lokasi sudah memegang hak atas tanah
yang bersangkutan. Hal inl metugikan masyarakat pemegang hak atas tanah
karena mereka fidak dapat lagi _mempergwaakan tanahnya, mengalihkan
tanahnya kepada pihak lain, bahkan tidak dapat memperoleh bukt hak atas
tanah (sertipikat) yang scharusnya menjadi hak mereka.*” Agar masyarakat
pemegang hak atas fanah tidak dirugikan meaka pemerintah menctapkan
batasan waktu izin lokasi. Setelah mempersleh izin lokasi, pemegang izin
lokasi wajib menyelesaikan perolehan tangh dalam jangks waktu sebagai
berikut ;

a. izin lokasi selvas sampai dengan 25 Ha : | tahun
b, 1zin lokasi seluas 25 sempai dengan 50 Ha : 2 tahun
c. izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 tabun.”!

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas, perolehan tansh belum

selesai, maka izin lokasi dapat diperpanfang jangka waktunya selama salu

* Kementrian Negara Agraris (z), op.cif, pasal 8,
* Hutagalung (2}, op.cit., hal. 54-35,

* Kementrian Negara Agraria (a), op.cit., pasal 5 ayat (1) dan {2).
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tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh sudah mencapai lebih dari 50%
(lima pulub persen) dari huas tanah yang ditunjuk izin lokasi.*

Apabila perolehan tangh tidak diselesaikan dalam jangks waktu izin lokasi,
termasuk perpanjangannyz maka pemegang izin lokasi tidak dapat melakukan
perolehan tanzh lagi. Terhadap bidang-bidang tanzh yang sudah diperoleh
dilakukan tindakan sebagai berikut
a. dipergunakan untuk melaksanakan rencans pensnaman modal dengan

penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan Kketentuan bahwa

apabila diperlukan masih ‘dapat dilaksangkan perolehan tanah sehingga
diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.
b. dilepaskan kepada perusshaan atau pihak lain yang roemenuhi syarat.®

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariaKepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 menetapkan :

Tzin lokasi hanya dapat dibenkan kepada perusahaan yang sudah
mendapat persetyjuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu, sehingga
apabiia perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang
ditunjuk, maka luas penpuasaan fanah oleh perusahaan tergebut dan
perusshaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan
fengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
8. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :
1} kawasan perumshan-perumshen © 1 propinsi 1400 Ha
Seluryh Indonesia : 4000 Ha
2}

Schubungan dengan penguasaan tanah dalam skala besar, maka Instruksi
Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Neasional Nomor § Tahun
1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan
Tanah Skala Besar menetapkan batas luas maksimum penguasaan tanah untuk
usaha skala besar bagi satu badan hukum atau sekelompok badan hukem yang

® Ibid., pasal 5 ayat{3).

* Ibid., passt § ayat (4).
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saham mayoritasnya diknasai oleh seseorang tertestu dalam satu propinsi
untuk kawasan perumahan adalah 400 Ha.*

Adapun luas maksimum penguasaan tanah unfuk usaha skala besar bagi
sate badan hukum ateu kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya
dikuasai ¢leh seseorang tertentu yang mencakup schuruh wilayah Indonesia,
luagnya sepubih kali luas maksimum untuk tingkat Propinsi. Untuk propinsi
frian Jaya, luas rmaksimum penguasaan tanghnya adalah dua kali luas
maksimum propinsi lain, ¥

2.1.3, Perusahaan Pengembang Marus Menjual Tanah Beserta Bangunan
Dalam praktek, apabila persbeli tidak membeli rumah siap huni, maka
Perusahaan Pengembang dan pembeli terlebih dabulu membuat perjanjian
pengikatan jual beli, Perjanjian ini pada dasarnya memuat kesepakatan antara
Perusahaan Pengembang dan pembeh bahwa sefelah syarat-syarat untuk
penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PPAT terpenuhi, antara lain
misalnya setelah diatas tansh didirikan bangunen, maka perusabaan
pengembang dan pembeli akan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan
PPAT. Hal ini dischabkan Perusahaan Pengembang harus menjoal tanah
beserta bangunan ramah.*® Ketentuan ini diatur dalam :
a. Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberign Tanah Untule Keperlusn
Perusahaan,

® Kementdan Negara Agraria, Instrudsi Memleri Negara AgrariofKepale Badan Perianahar
Nasional wrang Pemberian Izin Lokast Dalgs Rangha Penatann Penguasaan Tonak Skala Besar,
Inmeney AgrzriafKepala BPN Ne. 5§ Tahun iQQS_, Lampiran.

¥ 1bid.

48 Hingpa saat ini, ndak ada standavisasi mengenai definisl "bangunar” sehingga masing-
masing Kantor Pertanahan  menetapken kriteria  yang  berbeda  mengenal apa yaog
disebut "bangiman”.,  Sebagiue Kantor Pertanpaban meaganpgap bzhwa fondasi felak dapat
dikateporikan sebapal "bangunan®, sedangkan scbaghun lainoya smengangggap bare dapat
dikateporikan sebagat "bangunan” apabila pembangunan telsh dilaksanakan sampai mencapai atap.
Wawancara dengan Bapak HM Syaifid Barkah, $H, MM, Kepala Sub Seksi Peraliban Hak,
Pembebanay Hak dan PPAT Kantor Pertanaban Kotwmmadyz Tangerang pada tanggal 3 Juni 2000
pukui 1000 WIB ; dan Wawaneara dengan Ibu Arikanti Nakakusumah, SH, PPAT lakarsa Barat
pada tanggal 6 April 2009 pudadd 15.30 WIB,
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b. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahon 1987 tentang
Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
Pembangunan Perumahan,

¢. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman®’

Pasal § Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peayediaan Dan Pemberian Tanah berbunyi :

Ayat (7) buref b : tanah-tanah vang dikuasai oleh Perusshaan
Pembangunan Perumahan dengan hak guna bangunan atau hak pakai,
dapat dipindahkan haknya berikut rumah-rumah dan bangunan-
bangunan yang berada di atasnya kepada pihak-pihak Jain yang
memerlukannya, menurut ketentuan dap  persyaratan  peraturan
perundangan agraria yang berlaku, kecuali apabila Perusahaan tersebut
bermodal swasta, maka pemindashan hak tersebut merupakan suatu
kewaiiban,

Ayat (9) : Penyeraban tanah kepada pihak lam vang memerlukan
sebagal yang dimaksudkan dalam ayat 7 pasal ini hanya dapat
dilakukan dalamm keadaan sudah selesai dibangun sesnal dengan
rencana proyek yang sudah disetujui oleh Pemerintab tersebut pada
ayal 6.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987
tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanabh Untuk Keperluan
Peruszhaan Pembangunan Perumahan berbunyi

Atas dasar peruntukan dan penggunsan tanah yang telah ditetapkan
maka tanah-tanab yang telah dikuasai oleh Pernsahaan dengan Hak
(runa Bangunan, waiib dipindahkan haknya berikut bangunan/rumah
yang ada di atasnya kepada pihak lain dengan Hak Guna Bangunan
atan Hak Pakai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Agraria yang berlsku,

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1392 tentang
Peramahan dan Permukiman berbunyt
Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman

yang membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling
tanah matang tanpa rumah,

* Pada saat kasus dalam fesis in terjadi, perataran yang berleku adelah Peraturan Menten
Bialam Negeri Memor 5 Tahun 1874,
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Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tersebut tidak
tegas karena dalam ayat (2), Perusahaan Pengembang diperbolehkan menjual
kaveling tanah matang vkuwran keci! dan sedang tanpa rumszh, sedangkan
Undang-Undang tersebut tidak menjelasken apa yang dimaksud dengan
kaveling tanah ukuran kecil dan sedang.

Pada tahun 1999, pemerintah semakin tegas memperbolehkan perusahaan
pengembang ustuk menjual tansh kosong. Hal ini untuk mendukung
Perusahaan Pengembang agar tetap dapat bertahan menghadapi krisis monefer
pada tahun 1997. Demikiantah, Menteri Negara Perumahan dan Permuldman
Republik Indonesia kemudian menerbitkan surat Nomor
109/UM.OL01IA/09/09 tertanggal 27 September 1999 penhal pedoman
penjualan kaveling tanah matang ukuran keei! dan sedang oleh badan usaha di
bidang pembangunan perumahan dan permukiman, yang dalam ahinea terakhir
surat tersebut menyataken ;

Khusus dalam menghadapi krisis moneter dan krisis ekonomi yang
sedang dialami sesuai dengan perseiujuan Presiden Republik
Indonesia, badan usaha di bidang pembangunan peramahan dan
permukiman dapat menjual kaveling tanah matang wkuran menengah
(luas kaveling diatas 200 m2 sampai dengan 600 m2} untuk
pembangunan rumah mencngah berbanding 2 {dus) kaveling tanah
matang ukuran kecil dan sedang, selama 2 {dua) tahun sampai dengan
tahun 2001 dengan tetap mengikuti ketentuan a.3 s7d b.1 /d 5.3,

Jangka waktu perstwran ini kemudian dipeganiang Iagi oleh Menten
Permukiman dan Prasarana  Wilayah Republik Indonesia  dengan
mengeluarkan Surat tanggal 14 Janvari 2002 Nomor : BT.01.01. Mn/10 perihal
perpanjangan waktu ketentuan penjualan Kaveling Tanah Matang (KTM)
ukuran kecil, sedang dan menengah oleh Badan Usaha di Bidang
pernbangunan perumahan dan permekiman yang ditujukan kepada Ketua
Umurn Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REID), namun
banya uniuk penjuzlan Kaveling Tangh Matang (KTM) sampai dengan
200 o2, Peraturan terakhir ini juga diperkuat oleh Badan Pertanshan

* Sinaga, Joc. ¢ig, hal. 7.

* Ibid. bal. 7.8,
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Nasional dengan mengeluarkan surat tanggal 24 Desember 2002 Nomor
00-3363 vang berbunyi sebagai berikut

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kantor Wilayeh
Badan  Pertanahan Nasional Propingi, Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dan PPAT mengenai penjualan tanah matang (kapling}
tanpa bangunan oleh Badan Hukum Pemerintah atau Swasta, Instansi
Pemerintah maupun oleh Perorangan/Ahli Waris dengan im dibenikan
petunjuk sebagai berikut
1. Badan Hukum Swasta (Pengembang Perumahan) ¢
Mengingat maksud diberikannya izin lokasi dan pembebasan
tanah kepada Penpembang adalab untuk melaksanakan program
pemerintah dalam pembangunan permukiman dan perumahan
vang berwawssan lingkungan guna pemenuhan  kebutuban
magyarakat akan rumah, maka penjealan tanah matang (kapling)
tanpa bangunan oleh Pengembang tidak dibenarkan.
Pengecualian hanya diberikan untuk bidang tanah berukuran kecil
dan sedang dengan luas antars 45 m2 sampai dengan 260 m2
sesual Surat Menteri Penmukiman dan Prasarana Wilayah
Republik Indonesia Nomor BT.0LOI-Mn/10 tanggal 14 Januari
2002,

2.2, Jual Beli Tanah

Pada saat Belanda menjafah Indonesia, di Indonesia berlaku dualisme hukum
tanah, yakni Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Hukumn Tanah Barat
bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijh Wetboeh)
sedangkan Hukum Tanah Adat bersumber pada Hukum Adat yang tidak teriulis.
Hukum Tansh Barat berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan
Hukum Tanah Adat berlaku bagi gelongan pribumi,

2.2.1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Barat

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata menycbutkan bahws
"ual beli adalah suatu persetujuan dengan mans pibak yang satu mengikatkan
dirinya untuk rmenverahkan suatu kebendaan, dan pihak yang iain untuk
membayar barga yang telzh dijanjikan®,

Dari pasal distas dapat disimpuikan bahwa jual beli menurut Kiiab
Urndang-Undang Hukum Perdata adalah suate peganjian bertimbal balik
dalam mana pihak yang sata (si penjual} befanji untuk menyerahkan hak
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milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli} bedanji untek
membayar harga vang terdiri atas sejumiah uang sebagai imbalan dan
perolehan hak milik tersebut.®

Jual bel bersifat konsensual, artinya perjanjian jual beli sudah dilghirkan
pada detik tercapainya kata sepakat mengenal barang dan harga, meskipun
barang belum diserahkan oleh penjual atau harga belum dibayar oleh
pernbeli.” Jual bek hanya bersifat obligatair saja, artinya perjanjian jual beli
baru meletakken hak dan kewajiban bertimbal balik antara keduz belah pihak
{penjual dan pembeli}, dimana penjual wajib untuk menyerahkan hak milik
atas barang yang dijuglnya sekaligus berhak untuk menuntut pembayaran
harga yang telah disetujui. Di sisi lain, pembeli wajib untuk membzyar hargs
barang sekaligus berhak untuk mepuntut penyerahan hak milik atas barang
yang dibelinya, Adapun hak milik baru beralih dengan dilakukannya Jevering
atan penyerahan. Levering merupakan suatu  perbuatan  vuridis guna
memindahkan hak milik (frensfer of ownership). Para sapjana Belanda
mengkonstruksikan fevering sebaga suaty zakelifke overcenkomst yakni suatu
persetujuan tahap kedua antara penjual dan pembeli yang Khusus bertujuan
memindahkan hak milik dac penjual kepada pembeli

Menurut pasal 1459, pasal 616 dan pasal 620, cara levering afau
penyerahan tanah yang merupakan benda {efap, termasuk tanah dilakukan
dengan pengumuman akia otenttk vang dibuat patuk melimpahkan kebendaan
kepada orang lain. * Ketentuan dalam pasal-pasal ini diperjelas dalam
Overschrijvings Ordonnantie 1834 dimana jual beli tanah-tanah hak barat
dilakukan dengan akis dan dihadapan Overschrijvings Ambtenaor. Levering
atau penyerzhan hak atas tanah dilakukan dengan pendaftaran akta, juga oleh
Ovearschrijvings Amblenagr yang membuat akta tersebut, Caranya akta

* R. Subekti, Aneka Perjanfian, Cet.10, (Bandung : FT. Citra Aditva Bakti, 1995), hal. 1.
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgedlifk Wetboek), op.cit., pasal 1458,
%2 Ibid,, pasal 1459, 616 dan 620,

B Overschrifvings Ordennantie 1834 merspakan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan
pendaftaran beada tidak bergerak vang distur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Muljadi dan Widfaja, ep.cit, bal. 85
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dibubuki nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran dalam register
akta yang disclenggarakan oleh Overschrifvings Ambienaar tersebut. Dengan
demikian berarti kegiatan pembuatan akia dan kegiatan pendaftaran akta oleh
Overschrifvings Ambtenaar tergebut dilakukan pada hari yang sama.*

2.2.2. Junl Bell Dalam Hokam Tanah Nasional Yang Berlandaskan
Hukum Adat

Dualisme hukum tanah yang diciptakan oleh Belanda menimbulkan
perbagai masalah hukum antargolongan yang pelik. Selain itu, dualisme
hukum tanah juga dinilal tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan
bangsa. Karena itu, setelah Indonesia merdeka, masyarakat mengharapkan
adanya suatu hukum {snah yang dapat berlaku bagi semuz golongan
masyarakat (unifikasi hukum tanah). Namun karena kemerdekaan it
diperoieh dengan cara revolusi fisik, maka pada waktz it pemeriniah
Indonesia belum siap dengan peraturan perundangan sebagai produk negara
merdeka. > Oleh sebab itu, agar fidak terjadi kekosongan hukum maka
Overschrijvings Ordonnantie 1834 tetap diberlakukan berdasarkan pasal IT
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya menyatakarn
bahwa peraturan yang berlaku sebelum kemerdekean Indonesia, akan tetap
diberlakukan sampai dibentuktya peraturan bany.

Akhimya pada tzhun 1960, pemerintah menerbitkan Undang-Undang
Nomor § Tahun 1860. Dengan ferbitnyz undang-undang imi, berakhirlah
duslisme hukum tamah di Indonesia dengan menciptakan suatu hukum

universal yang dapat berlaku bagi semua golongan masyarakat, > yang

* Ihid, hal. 86,

% 3. Kartini Sosdjendro, Perianjign Peralihan Hak Ates Tanah Yang Berpontensi Konflik,

{Yogyakarta : Kanisius, 2001), hal. 58.

* Kesatuan di bidang Hukum Agraria dipandang schapai salah satu hal yang membant

proses persatuan bangsa.

Sudargo Gauiarns dan Ellyda T, Soetijarte, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarin (1968} dan

Peraturan-Peraturan Pelaksanaanaye (19965, Cet.10, (Bandung ; PT. Ciza Aditya Baky, 1997,
hal 29,
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berdasarkan pada Hukum Tanah Adat. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Kkepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukurn aganya {cetak tebal dari penulis).

Hukum adat diberlakukan setelah ketentnan mengenai hukwm agrada,
yang dalam hal ini meliputi bumi, aiv dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya, yang berlaku dan dikeluarkan selama masa penjajahan Belanda,
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dicabut sampai ke akar-akarnya.’’

Menurat hukum adat, jual beli tanah bersifat terang, tunai dan il Terang
dan tunat maksadnya penyerahan dan pembavaran jual beli fanah dilakukan
pada saat yang bersamaan (tunai) di hadapan secrang pejabat yang berwenang
(terang).”® Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata
atau riil perbuatan hukum jual beli yang dilakukan.*

Istilah tunai tidak berarti bahwa harga tanabh hamus dibayar lunas oleh
pembeli. Sebagaimana dijelagkan oleh Profesor H, Hilman Hadikusoma, 8.H.
bahwa :

... pembayaran dalam jual lepas dapat berlaku dengan pembayaran
vang tunai pada saat terjadinva ijab-kabul atau dibavar kemudian
(hutang). Pembayaran jual lepas, jual gadai ataupun jual tahunan boleh
saja tidak berupa uang totapi mungkin saja berupa hastl bumi atan
dibayar sebagian dengan vang sebagian dengan perhissan emas atan
lainnya yang disepakati bersama. Jika ketika jusl beli itu terlaksana
pembayaran belom Tunas, tidak berarti bendanya belum diserahkan
penjual dan belum diterima pembeli. Penanjian itu tetap beriaku,
mengenal pembayaran yang belum lunias merupakan perjanjian
hutang-pivtang,”

% Muljadi dan Widjaja, op.cit, hal. 3.

* Gunawan Widjaja dan Kartini Maljadi, Seri Hokwm Periketan @ Jual Beli, (Jakaria :
PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003}, hat, §7.

*® Harsono, ap.cit, el 330,

* K. Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanfian Adat, Cet4, (Bandung 1 PT. Citra Aditya Bakt,
1990), bal. 111,
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Sahnya fual beli ditentukan oleh syarat materiil dari perbuatan jual beli
yang bersangkutan, bukan olsh pasal 19 Persturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, Sedangkan yang merupakan syarat matenil adalah :

1. Penjual berhak menjual tanah yang bersanghkutan.

2. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan,

3. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan menurut hukum.

4. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa.®'

2.3. Pendaftaran Tanah

Pendaflaran tamah adalah rangkuman kegiatan yang dilakokan oleh
pemeriniah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyaiizn serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis dalam beatuk peta dan daftar menjadi bidang-bidang
tanah dan satuan-safuan ramah susun, fezmasuk pemberign surat tanda bukii
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sedah ada haknya dan hak milik atas
satuan ramah susun gerta hak-hak tertentu yang ;:zzzzz;*;zzi:&«el::aminjsaa.‘52

o Kesimpulan ini diperoleh dari Keputusan Mobkamalh Agung Nomor 123E/SIP/1970 atas
suatu kasus hibah tansh di Bali pada tahun 1964 yang dilakukan di depan Bandesa {Wakil Kepaia
Desa}. Keputusan Mahkarnak Agung tersebut :menegaskan bahiwa &

*Pazal 19 Pemtmran Pemerintah No, 30 Tabun 1961 berdake khosus bagi pemindahan hak

pada kadaster, sedangkas hakim menilal sah atan tidakoya seats perbuatan hukam materdil

yang roerupakan jual beli {materiele handeling van verkoop) tidek banye terikat pada Fasal 19

tersebut.,”

Keputusan fevgsbut merupakan pepegasan dan pesjelssan tentanp pelaksasasn jual beli tansh

menurut Hukom Tasah Pazitif Indonesia -

2. Dalam Hukum Adst tindakan yang menyebabkan peraindshan hak bersifat “kontan™.
Sedangkan pendafarsn, sesvai dengan Undang-Undang Pokek Agraria dan peraturan
pelaksanaan bersifat administratifl belaka,

b. .. Pasal 1D Peraturan Pemerintah No. 10 Tahus 1961 berlaku khasus bagi pemindahan hak
pada Lkadaster, sedangkan hakim menilai sah ateu tidekaya suatu perbustan hukum materiil
yang mierapakan jual beli (materiefe handeling van verkoop) tidak hanya terikat pada Pasul 16
rersebut,” Intinva :

1} Juol beli atan pemindahan halk bersifat tunal ;

2) Juat beli dibadspan PPAT tokan merupakan syarat sahaya jual beli, melainkan

ditentukan oleh syarat materiil dari jual beli;

Y) Perbuatas jmal beli dilakidan dibadapan PPAT hanya syerat untuk pendaftaran jual beli

di Kantor Pertanshan Seks: Pendaftaran Tanah,
Arie Sukanti Hutapalung et al, Asay-Ases Hukum Agrerie, £Q. Rev,, (Jzkeste © Fakullas Hikum
Universitas Indonesia, 2003), hal. 75-76.

8 Indonesia (a), op.cit., pasal T ayat (1).
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Pendaftaran berasal dan kata Cadastre, Suatn istilah teknis untuk sustu
rekord {rekamasn), menunjukkan kepads luas, nilal, dan kemilikan atau alas
hak lainnya terhadap suatu bidang tanah. Kata Cadastre sendiri berasal dani
bahasa Laun Capirastrum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang
diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Secara tegas, Cadastre adalah rekord
atau rekaman {rekaman dari lahan-lshan, nila tapab dan pemegang haknya
dan untuk kepentingan perpajakan). Dengan demikian Cadasire merupakan
alat yang tepat vang memberikan uraian dan identifikasi dari lahan tersebut
dan juga sebagai continious recording (tekaman yang berkesinambungan) dari
hak atas tanah.®*

Ketentuan pendaflaran tanak di Indonesia diatur dalam pasal 19 Undang-
Undang Nomor § Tahun 1960, vang dilaksangkan lebih lanput dengan
Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tabun 1961 yang kemmudian digantikan
dengan Perafuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan lebih laniut dengan Peraturan Menten
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1927,

2.3.1. Tujuan Fendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendafiaran tanah melipoii kegiatan pendaftaran tanah uniuk
pertama kall (initici registration) dan pemeliharaan data pendaftaran hak yang
sudah dibukukan dan disajikan {maintenance). Pendaftaran tapab untuk
perlama kali (initial registration) adslsh kegiatan pendaftaran yang dijakukan
terhadap obyek pendaftaran tanab yang belum terdaflar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Persturan Pemeriniah Nomor
24 Tahun 1997.% Sedangkan pemeliharaan pendafiaran tanah {mainfenance)
adalah kegiatan pendaftaran tanah unfuk menyesuaikan data fisik dan data
yoridis dalarmn daftar-daftar yang terdapat ¢i Kantor Pertanahan dan dalam
sertipikat. Perubahan tersebut misalnya terjadi sebagei akibat beralihnya,
dibebaninya atau berubahnys nama pemegeng hak yang felsh didafiar,

hal,

AP Parlindungae, Pendafiaran Tanah 4 hndonesia, (Bandung 1 CV. Mandar Majs, 1999),
3.9

 Harsono, op.cit, hal, 474,
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hapusnya atau diperpanjangnya jangka wakiu hak yang sudah berakhir,
pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang (anah yang haknys
sudah didaftar,”® Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai
dengan keadaan mutakhir, maka para pemegang hak yang bersangkutan
diwgjibkan mendafiarkan perubzhan-perubahan yang dimaksud ke Kantor
Pertanahan.*°

Apabila perubahan tegadi dengan akta PPAT maka PPAT
bersangkutaniah yang mendaftarkan perbuatan hukum yang dibuat dengan
aktanya ke Kantor Pertanahan. Menmrut pasal 22 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendafiaran dapat pula dilakukan oleh
yang berkepentingan bila dikehendaki. Sedangkan menurut pasal 40, pasal 44
dan pasal 51 Peraturan Pemerinteh Nomor 24 Tahun 1997, hanya PPAT vang
bersangkutan yang dapat melakukan pendafiaran, Pendaftaran tersebut wajib
dilakukan oleh PPAT bersangkutan dalam waktu mjuh hari kena setelab
tanggal pembuatan akia.

Pemerintah memerinishkan Pendaftaran tanah dengan tujuan uofuk
menjamin kepastian hukum. Dengan disclenggarakannya pendaftaran tanah,
para pemegang hak atas tanah akan dapat dengan mudah membuktikan babwa
dialah vang berbak atas tanah yang diknssainya hanyas dengan menunjukkan
bukti berupa sertipikat. Selain itu, dengan disclenggarakannya pendaftaran
tanah, pihak-pihak vang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon
kreditor juga dengan mudah dapat memperoleh data yang diperiukan
mengenai suatu bidang tanah,’ misalnya siapakah pemegang haknya, apakah
status tanah tersebut, apakeh tanah ferschut sedang dibsbankan dengan suatu
hak tertenty, atau apakah tanah tersebut sedang dalam sengketa. Hal ini
disebabkan data dalam Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk wmum, Cara
inl membuat pihak-pihak yang ha;%cpcniingan terhindar dari hal-hal yang
tidak diinginkan misalnys membeli darl penjual vang bukan pemegang hak
atas tanah vang sebenarnya.

® Ibid., tial 475.
S 1bid,, hal, 475-476.

7 Hutagatung (a), op.oit., hal. 83
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Ohyek pendaftaran tanah adalab :

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan dan hak pakai;

tanzh hak pengelolaan;

tanah wakaf;

hak milik atas satuan mumah susun;

d

hak tanggungan;

mop oo

tanzh z’zegam,ég

2.3.2. Sistern Publikasi Hukom Tanab Nasional

Dalam prakiek pendafisran tanah yang menjadi masalah adalah sejavh
mana orang boleh mempercaval kebenaran dafa yang disajikan oleh negana
dan sejauh mana orang zkan dilindungi oleh hukum apabila mengadaken
perbuatan hukum berdasarkan data tersebut vang kemudian temyata tidak
benar. Dengan kata fain, sampai sejauh mana tujuan pendaflaran tansh dapat
dicapai? Jawabannya adalah tergantung pada sistem publikast yang digunakan
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. %

Pada dasamya ada dua sistern publikasi yakni sistem publikasi posifif dan
sistem publikasi negatif.™

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak.
Dalam sistem pendaftaran hak, bukan aktanya yang didaftarkan melainkan
hak yang dilahirkan dari akta tersebut. Dengan demikian akia hanyalah
merupakan sumber data untuk mempercieh kejelasan mengenal terjadinya
suatu hak, peralihan hak atau pembebanan hak, Sefiap orang yang
memerlukan data yuridis yang lengkap atas suatu hak atas tanah, tidak perlu
lagi mempelsjand seluruh akia yang berhubungan dengan hak atas fanzh
tersebut, melainkan cukup jika dipelajan urutan permberian hak, perubahan

 Indouesia (a), ap.cit., pasal ¥ ayat {1).
* Hutapalung (a), op.cit. hat. 84,
M rhidd,
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pemegang hak, dan pembebanan yang dicatatl dalam buku tanah Kantor
Pertanahan.”’

Pada sistem publikast positif, pencatatan nama sesecrang dalam buku
tanah di Kantor Pertanahan sebagai pemegang hak-lah yang membuat orang
tersebut sebagal pemegang hak atas tanah yang bersangkutan bukan perbuatan
hukum pemindahan hak yang dilakukan.”

Pada sistemn publikasi positif, orang yang dengan itikad baik memperolch
hak dari orang yang nemanya terdaftar dalam buku teneh di Kantor
Pertanahan, mendapatkan suaty hak yang tidak dapat diganggu gugat
(indefeasible title) dengan didaftamya namanya sebagai pemegang hak dalam
buku tanah di Kantor Pertanshan’ karena negara sebagai pendaftar menjamin
bahwa pendaftaran yang sudah dilakukan adalzh benar.” Juga jika kemudian
terbukti bahwa yang terdafiar sebagai pemegang hak tersebut bukan
permegang hak yang sebenarmya. Dalam sistem ini, data vang ada di Kantor
Pertanahan mempunyai daya pembuktian motak. Setelah selesamye
pendaftaran alas nama penerima hak, pemegang hak yang scbenarnya
kehilangan haknya. Ia tidak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum
pemindahan hak yang telah dilakukan melainkan henya bisa menuntut ganti
rugi kepada negara,” Sistem publikasi positif dianut antara lain di Austrakia,
Singapura, Jerman, Swiss dan negara-negara Commenwealth,”®

Pada sistern publikasi negatif umumnys digunakan sistens pendaftaran
akta.”” Setiap kali diadakan pemindahan hak atas pembebanan hak, wajib

" Muljadi dan Widjaja, ap.cit., kal, §7.

2 Harsono, ap.ciz, hal, 80,

¥ hid., hal. 81,

™ Setelah negara melakukan penelitisn, bamulab hak yang diberikan didsfar dengan
miembukukanmys dalam buka: fapal termasuk peristiwa-peristiva hukors yaop terjadi kemuadian,
Sebagai tanda bukii haknya diterbitkan sertipikat.
Hutagalung {2}, sp cir., hal. 84,

* Harsono, op.cit., bal, 81.

™ Hutagalung (a), op.cit., bal. 85.

¥ 1bid., bl 87,
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dibuatkan akia sebagai buktinya. Dalam akta-akia tersebut termuat semua data
yuridis yang diperlukan sehubungan dengan hak atas tanah tersebut.”” Dalam
sistern pendaflaran akta, tidak ada buku tanah dan tidak pula diterbitkan
sertipikat. Yang merupakan tanda bukti hak adalah akta atau turunan skia
vanig sudah dibubuhi tanda pendaftaran.” Artinya untuk memperoleh data
yuridis yang lengkap, harus dilekukan title search terhadap selurnh akta-akta
vang pernah dibuat sechubungan dengan akia tersebut. Cacat hukum pada suatu
akta dapat menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan
dengan akta vang dibuat kemudian.™

Pada sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin
bahwa orang yang terdafiar sebagai pemeganpg hak benar-benar orang vang
berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftaran tapi sahnya perbuatan
hukum yang dildkukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli.®’
Dalam sistem ini negara hanya secara pasif menerima apa yang dinmyatakan
oleh pihak yang minta pendafiaran, Pihak yang memperoleh tanah dari orang
yang sudah terdafiar pun tidak memperoleh kepastian hukum meskipun ia
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik.*

Alasan suatu negara menggunakan sistem publikasi negatif biasanya
karena pada sistem publikasi negatif proses pendaflaran berlangsung lebih
cepat, berlainan dengen sistem publikasi positif dimapa negara harus
melakukan penelitian secara cermat schingga proses pendaftaran memerlukan
waktu dan prassarana yang mahal.

Sistem publikasi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1960 adalah sistern publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal ind
tercermin darl bunyi pasal 19 ayat (2} Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

8 Muyljadi dan Widjaja, op.cit, hal. 86.

" Hutagatung (&), op-cfs.. bal, §7.

10 Waresno, op.cit, hal, 77,

* Hal ini Karena sistem publikasi negatif menganut azas nemo phus juris, dimana orang tidak
dapat menyershiar atan memindahicas hak melebili aps yvang dia sendirf punyai,
Harsone, ep.¢iy., bal. 81-82,

% Hutagalung (23, op.cit., hal. 86-87.
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Pendaftaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi ©

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuean tanah;

b. pendaftaran hak-hak atag tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pembenian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat. (cetak tebal dari penulis)®
Kata “kuat” digunakan untuk menyatakan dan menjelaskan kekuatan alat
bukti yang dihasilkan oleh kegiatan pendaflaran tansh, dapat disimpulkan
bahwa sistem publikasi yang digunakan 4i Indonesia bukanlsh sistem
publikasi positif karena bila yang digunakan adalah sistern publikasi positif
maka slat bukti yang dihasilkan pastilah bersifat “mutlak”, bukan “kuat”,
Dengan demikian, sistem publikasi yang digunakan oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 196G dan peraturan pelaksanaannya adalah sistem publikasi
negatif, namun bukan sistem negatif mumi. Hal ini tercermin dalam pasal 19
ayat {1} Undang-Undang Nemor § Tabun 1960 yang menjelaskan bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, Dalam
hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha
agar sejauh mungkin dapat menyajikan data yang benar dalam buku tanah.
Hal ini terlihat pada ketentuan dalam peraturan-peraturan mengenai
pendaftaran fanah yang mengatur prosedur pengumpulan, 'penyajian datz,
pemeliharaan data dan penerbitan sertipiket dilaksanakan secara scksama.
Dengan demikian, selama tidak depat dibuktikan sebaliknya, data yang
disajikan dalam buku tansh harus diterima sebagai data vang benar baik dalam
perbuatan  hukum sehari-bari mavpun dalam berperkars di pengadilan,
Demikian pula halnya pada data yang dimuat dalam sertipikat, sepanjang data
terscbut sesuai dengan datz yang ada pada buku tanzh Kantor Pertanzhan,®
Bukti lain bahwa Hukom Tangh Nasional menganut sistem publikasi

negalif terdapat dalam Penjelasan Umum Persturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 ¢

* Kata-kata "pendaforan sebagai alat bukti yang hnar® selanjutnya juga disebutkan dalam

pasal 23 ayat (2), 32 ayat (2} dan 38 ayat 2) Undang-Undang Nomor § Tahun 1960,

™ Harsono, ap.cit., hal. 83.
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Pembukuan sesugty hak dalam daftar buku-tanah atas nama seseorang
tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarmya berhak atas tanah
itu, akan kehilangan haknya; orang tersebut masih dapat menggugat
hak dari orang vang terdafiar dalam buku tanah sebagai orang yang
berhak, Jadi cara pendaftaran yang diatur dalam pendaftaran ini
tidaklah positif, tetapi negatif {(vetak tebal dari penulis).

Sebagaimana dijelaskan diatas, sistem publikasi negatif mempunyai
kelemahan yakni adanya ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
yang tercantum dalam buku tanah di Kantor Pertanahan dan sertipikat. Mereka
setiap saat dapat digugat oleh pibak lain vang rmerasa mempunyai tanah.
Untuk mengatasi hal ini, sistem publikasi negatif biasanya menggunakan
lembaga acquisitive verjaring atau lembaga daluwarsa.?’

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengenal lembaga daluwarsa
karena lembaga ini berasal dari sistem hukum barat sedangkan Undang-
Undang Nomor § Tahun 1960 didasarkan atas hukom adat, Namun dalam
hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi sistem
publikasi negatif vakni lembaga rechtsverwerking atau kehilangan hak untuk
menuntut.® Dalam bukum adat, jika pemegang hak atas tanah selama sekian
waktu membiarkan tanabhnya tidak dikerjakan dan kemudian famah itu
dikerjakan orang lain vang mempetolehnya dengan itikad baik, maka ia
dianggap ielah melepaskan haknya atas bidang tanah yang bersangkutan dan
karenanya hilanglah haknya untuk menuotut kembali tansh tersebut. ¥
Lembaga ini telah mendapat pengukuban dan penerapan dalam berbagai
Yurigprudensi Mahkamah é.gung.sg

3’ Huiagaluny (2), op.cif, hal. 87,
% Ibid., hal. 89.
3 Harsono, op.cit., hal. 480,

% Vurisprudensi Mahksmah Agung tersebut antar Itin ;
a. Putusan Mahkamah Agunp tanggat 10 Janoari 1937 Nomer 210/K/8ipy'1955 Kasus di
Kabapaten Pandeglang, Jawa Baraf) | "Gugadmn dinyatakan tdalt dapat diterima oleh

korena para pengpugcs dengan mendiomkan sonlnya 25 tohun dianggap #lah
menghilanghan haknva (rechrsverwerking.”

b, Putusan Makkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 Nowmor 329/EK/Sip/ 1957 (Kasus di
Kabupaten Tapanuli Selstag)y: “Pelgpasan Hok frechtsverwerking) . Di Tapanuii
Selaian apabile sebidang tawah yeng diperclsh secara merimba selama § iahun
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Sejak tahun 1997, lembaga reclssverwerking diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) peraturan i

menvehutkan :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara
sah atas nama orang atau badan buokum yang memperoleh fanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka
pitick lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagt
menuntut pelaksanaan hak tersebui apabila dalam waktu 5§ {lima)
tahun sejak diterbitkannya sertipikat im tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan staupun tidak mengaiukan gugatan ke
Pengadilan maupun penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat
tersebut.

Adanya lembaga int membuat kedudukan pemegang hak atas tanah yang
namanya telah terdaftar sebagai pemegang hak dalam jangka waktu lima
tahun rmenjadi terlindungi, sepanjang perbuatan hukum pemindabian hak yang
bersangkutan dilekukan dengan itiked baik, sesuai ketentuan hukum yang
berlakn dan dikuti dengan pendafarannya ™

Seharusnya sejak lembage rechfsverwerking diberlakukan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, lembaga i mempunysi
kedudukan vang lehih kuat dibandingkan saat lembaga ini hanya diterapkan
berdasarkan hukum adat vang fidak tertulis serta Yurispradensi Mahkamah
Agung . Namun sayangnys, pada prakieknya hekim seringkali tidak
mengikuti ketentuan ini. Adapun lembaga rechtsverwerking tidak hanya
berlaku terhadap sertipikat yang diferbitkan sejak berlakunya Peraturan

berturut-turut dibiarkan saje oleh yang bersanghkutan, make hak atas tanah ity
dianggap telah ditepaskan™
¢. Putusan Mahkanab Agung tanpgal 7 Maret 1959 Nomor 70/K/Sp/195% {Kaws di
Kotapraja Malang): "Hal kedaluwarss : Suatu tangkisan kedatuwarse dalam perkara
perdata tentang fanah, ditolak dengan alasan bahwa penggugar telah beruiang-ulang
minta dari vergugat wniuk menyeralikan tanah i kepada penggugal™
Hutagalung {8}, ep.cit., hal, 85,

¥ Harsono, op.cif,, hal. 481,

* Menurut sistem Eropa Kontinental; hakim dalam memutus perkars tidak wajit mengikuti

Yurisprudensi.
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Pemeriniah Nomor 24 Tabun 1997 tetapi juga terhadap sertipikat vang

diterbitkan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19617

2.4, PPAT

2.4.1. Jabatan PPAT

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, peralthan
tanah hak Barat seperti Eigendom, Erfpacht, Opstal dan lain sebagainya
dilakukan dengan akta dan dihadapan Overschrijvings Ambtenaar.
Pendaftarannya juga dilakokan oleh Oversechrijvings Ambrencar vyang
membuat akta dan dilakukan pada hari yang sama dengan pembuatan akia
tersebut. Sedangkan peralihan tanah hak Adat dilakukan secara dibawah
tangan dihadapan Kepala Desa atan Kepala Suku dan tidak ada svatu
pendaftaran tanah yang bersifat seragam.™

Dalam sistemn pendafiaran tanah setelah berlakunyas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, PPAT™ adalah satu-satunya pejabat yang berwenang
untuk membuat akta-akia peralian hak atas tanah, pemberian hak baru atas
taniah dan pengikatan tanah scbagai jaminan utang. Hal ini scbagaimana
tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 :

settap perigniian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuats hak baru atas tanah, menggadaikan taneh atap
meminjam uang dengan hak atas fansh scbagal tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat
yang ditunjuk olch Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini discbut < Penjabat). Alda tersebut bentukmya ditetapkan
oleh Menteri Agraria.

Pasal 19 Peraturan Pemerintsh Nomor 10 Tahun 1961 mendapat
pengaturan lebih lanjot dalam Peratran Menteri Agraria Nomor 10 Tahun
1961 yang mengatur tentang penjabat yang berwenang membuat akta

* Indenesia (2), ep.cit., pasal 64,
* D beberapa tempat di Indonesia dapat ditemukan beberaps pendafiaran yang sederhana dan

beduim sempuna seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran Kejuruan, pendafiaran tanah yang

terdapat i kepnlauan  Lingga, Riaw, di  daerah Yopyakata dam  Surakarta.
Parlindungan, op.oit, hal. 3,

# Pada masa ind, sebutan bagi PPAT adalah Penjabat.
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pemindahan hak atas tanah, dan Peraturan Menteri Agrana Nomor 15 Tahun
1961 yang mengatur tentang penjabat yang berwenang membuat akta
pembehanan dan pendafiaran hipotek serta credietverband.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk
setiap kecamautan diangkat seorang PPAT.* Bila dalam suatu dacrah
kecamatan belum diangkat seorang penjabat, maka Kepala Kecamatan atan
yang sctingkat karena jabatannya untuk sementara ditunjuk karena jabatannya
sebagal PPAT, Ketentuan imi berlaku pulz dalam hal PPAT vang diangkat
mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dar satu kecamatan. Jika untuk
kecamratan tersebut ielah diangkat PPAT, maka Camat tersebut tetap menjabat
sebagai PPAT sampai iz berhenti menjadi Kepala Kecamatan, sedangkan
Kepala Kecamatan berikutnya dengan sendirinya bukan lagi sebagai PPAT.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tshun 1961
meryebutkan ;

Yang dapat diangkat sebagai Penjabat adalah

a. Notaris,

b. Pegawai-pegawai dan Dbekas pegawal dalam  Hngkungan
Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang
cukup tentang peraturan-peraturan pendafiaran  tapah  dan
peraturan laimmya yang bersangkutan dengan persoalan peraliban
hak atag tanah;

¢. Para pegawal pamongpraia yang pernah melakukan {ugas seorang
Peniabat;

d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh
Menteri Agraria.

Surat Keputusan Mentent Dalam Negeri tanggal 3 April 1971 Nomor

1S/DDASOT] tentang Pengangkatan PPAT antara lain menyatakan bahwa .
1. Yang diangkat menjadi PPAT adalah mereks vang telah dinyatakan
Inlus dalam ujian yang diselenggarakan Panitia Ujian Pgjabat

™ Kementrian Agravis, Pergruran Menteri Agroria Temang Penunjukan Pejabat Yang
Dimakzudkan Dalamy Pasal 19 Peraturan Pemerintoh Ne. i@ Tohun 1901 Temtasg Pendaftaron
Tarah Serta Hak dan Kewajibannye, Permen Agraria No. 18 Tahun 1961, TUN No. 2344, pasal 1
syat {1}

% Ibid., pasal 5.
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Pembuat Akta Tanah. Panitia tersebwt diketuai oleh Direktur

Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria.

2. Materi ujian meliputi Pancasila, Tata {}zima Fanah, Land Reform,
Pengurusan Hak-hak Tansh dan Pendaftaran Tanah.
Siapa yang dapat menempuh uiian PPAT adalah

a. Notaris;

b. Wakil Notaris yang diangkat Menteri Kehakiman;

c. Bekas Pegawal Teknis Dirjen Agraria yang oleh Panitia
dianggap cukup mempunyai pengetahuan yang berhubungan
dengan pendaftaran tanah dan persoalan hak atas tanah;

d, Sarjana hukam bekas pegawai negeri;

e. Bekas pegawal pamongprajs yang pemzh menjabat schagai
PPAT;?

Pada tahun 1985, istilah Pejabat Pembuat Akia Tanah memperoleh
pengukuhan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tabhun
1985 tenfang Rumah Susun. Istilah Pejabat Pembuat Akta Tanah juga
dijumpal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan.”’

Saat imi, peraturan mengenai PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah
MNomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Penanahan Nasional Nomaor 3 Tabun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tabun 1998 {entang Peraturan Jabatan Pejubat Pembuat Akta Tansh, dan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tangh.

Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tzhun 1998
kewenangan PPAT untuk membuat akta telah disebutkan secara spesifik.

* Soedjendro, op.cit., hal, $4-95,

¥ Ibid,
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Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalzh sebagai
bertkut :

a. yual bell;

b. tukar menukar ;

¢. hibah ;

d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) ;

e. pembagian hak bersama ;

f. pembenian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik ;
g pemberian Hak Tanggungan ;

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan,

Selanjutiya, pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1898
menyebutkan :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalsh @

a. berkewarganegarzan Indonesia;

b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

¢. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang
dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;

d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
huloum tetap;

€. sehat jasmani dan rohani;

f. julusan program pendidikan spesialis notariat atau program
pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan olch lembaga
pendidikan tinggi;

g. Talus ujian yang disclenggerakan oleh Kantor Menteri Negara
Agraria/Badan Pertanahan Nasional;

Saat ini, wilayah kerja PPAT adalah Kabupaten/Kotamadya, yang jumlah
dan formasinya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanaban MNasional. Bila pada suatu daerah belum cukup terdapat PPAT
maka Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat
menunjuk Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara, ®* Untuk
melayani pembuatan akta PPAT tertentu yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan program-program pelavanan masyarakat atan untuk melayani

pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sshabat, Menteri Negara

* Dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahur 1998, wewenang mengangkat dan memberheatiban Camat sebagai PPAT Sersentara
dilimpahkan kepada Kepalz Kanter Wilayah BPN Propinsi.
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Agraria/Kepala Badan Pertanghan Nasional dapat menunjuk Kepala Kantor
Pertanahan sebagai PPAT Khusus,”

2.4.2, Fungsi PPAT Dalam Kegiatan Pesdaitaran Tavah

Pelaksanaan pendaflaran tanah dilakukan oleh Kepals Xantor Perfanghan
dengan dibantu oleh PPAT. PPAT adalah seorang pejabat umum'® yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang distur dalam
perundang-undangan'™' . PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam
melaksanakan tugas di bidang pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah.'% Pemelibaraan data pendaftaran tanah
dilakukan apabila terjadi perubshan pada data fisik atau data yuridis objek
pendaflaran tansh vang didaftar'™ Adapun kegiatan vang dilakukan oleh
PPAT terscbut adalah membuat akia pemindahan dan pembebanan hak serta
mendaftarkan perbuatan hukum pemindahan dan pembebanan hak tersebut ke
Kantor Pertanahan.

Dalam hal jual beli, maka kegiatan PPAT adatah membuat Akta Jnal Beli
dan mendaftarkan jual beli tersebut ke Xantor Pertanahan,
4. membuat Akts Jua! Beli

PPAT adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta
Jual Bell. Hal ini secbagaimanz tercantum dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nemor 10 Tahun 1961,

Akta jual beli merupakan syarat mutlak pendaftaran jual beli di Kanfor
Pertanahan. Tanpa akta ini, Kantor Pertanshan akan menolak pendaftaran

% Indonesia (¢}, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tehun 1998 fentang Peraiwran Jabaran

Pembuat Akia Tunah, PP No. 37 Tahun 1998, IN No. 52 Tahun 1998, pasal 5.

% Pejabat wmum adalzh orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas

melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.
Harsong, op.cit., hal, 483,

'™ tndonesia (), Peraturan Pemeriniak Nomor 10 Tahun 1961 tentany Pendaftaran Tonah,

PT No. 16 Tahun 1961, LN No, 28 Tahun 18¢1, TLN No. 2171, pasal 19; dan Indonesia (¢}, op.cit,
pasai 2.

" Yarsonn, op.oit, bal, 484,

3 b, hal. 508
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vanig diajukan. Dengan demikian, agar jual bell terselenggara dengan benar,
maka PPAT harus memastikan kebenaran obyek jual beli tersebut dan
kecakapan serta kewenangan bertindak dari penjual dan pembeli.’™

Pengecekan mengenai objek jual beli dapat dilakukan dengan cara
mencocokikan data yang ads pada sertipikat dengan data yang ada pada Buku
Tanah di Kantor Pertanahan. Pengecekan wmiengenal keczkapan dan
kewenangan bertindak dari penjual dan pembeli dengan cara melihat bukti
identitas, Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum berbenfuk Perseroan
Terbatas, kecakapan dan kewenangan ini dapat diperiksa dengan cara melihat
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bersangkutan.

Hukum Tanah Nasional mengatur bshwa stefuz  subjek hukum
menentukan tanah yang akan dikussainya. Oleh sebab it PPAT harus
memastikan bahwa pembeli memenuhi syarat untuk memiliki hak atas tanah
bersangkutan. Apabila tanah yang diperjualbelikan adalah tanah Hak Guna
Bangunan makaz PPAT hams memastikan bahwa pembeli adalah subjek
hukum yveng diperbolehkan uniuk memiliki tanah dalam Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.'® Dalam hal tanah Hak Guna
Bangunan dijual kepada pembeli yang tidak memenuvhi ketentuan tersebut,
maka pembeli wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah ke pihak
lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tabun, Jika tanah Hak
Guna Bangunan tidak dilepaskan atau dialibkan dalam jangka wakiu tersebut,
maka Hak Guna Bangundgn tersebut hapus demi hulum dan tanahnys jatuh
kepada negara.

Selain hal-hal tersebut diatas, PPAT juga harus memastikan bahwa
jual beli memenuhi syarat formalitas yang berlaku antara lain PPAT waiib
membuat akta dengan formulir yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan
Nasional melalui kantor-kanlor pes sesuai dengan bentuk yang telah
ditetapkan, melangsungkan pembuatan akta dengan dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, serta

1™ Muliadi dan Widjaja, op.cit,, hal, 209.210.

¥ pasal ini menjelaskan babwa tanah Hak Guna Bangunan hanya dapat dimdliki oleh Warga
Negara indonesta dan badan hukum yang didirikan menuret hakum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia,
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membacakan akta kepada pars pihak dan saksi-saks Selain itu, PPAT juga
harus mengecek apaksh ada syarat-syarat lain yang harus dipenubi bilamana
subjek hukum adalzsh svatn badan hukum khusus. Syarat-syarat mana
bisa dilihat pada peraturan khusus yang mengaiur mengenai subjek hukum
khusus tersebut. Dalam hal perbuatan hukem jual beli tanah Hak Guna
Bangunan oleh Perusahaan Pengembang, peraturan-peraturan Khusus tersebut
antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Uniuk
Kepertuan Perusahaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahon 1987
tenfang Penvedican Dan Pemberian Hak Atas Tanzh Untuk Keperluan
Perusahaan Pembangunan Penwmahan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Semuanya pada infinya
menentukan bahwa Perusahaan Pengembang harus menjual tanah beserta
bangunan.

Syarat-syarat tersebut penting untuk dipenuhi agar pendafiaran jual belt
tidak ditolak oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 22 ayat (1} Peraturan Pemerintzh Nomor 10 Tshun 1561
menyebutkan ;

Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat menolak
permintazn untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal

19, jika :

a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat fansh vyang
bersangkutan;

b. tangh yang menjadi obyek perjanjian temyata masih dalam
perselisihan,

¢. tidak disertai surat tanda-bukti pembayaran biaya pendaitarannya.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor [0 Tahun 1961
menyebuikan :

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolek untuk  melakukan

pendafiaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat

dibawah ini tidak dipenuhi

a. akta yang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat
atau surat-keterangan atau pernyatasn yang dimaksud dalam pasal
25 ayat (1) dan warkah lainnys,

b. sertipikat dan surat-keierangan tentang keadaan hak atas tanah
tidak sesuai lagi dengan daftar-dafler yang ada pada Kantor
Pendafiaran Tanah,
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¢, jika orang vyang memindahkan, memberikan hak bary,

menggadatkan aleu menanggoungkan hak atas tansh itu fidek
berwenang berbuat demikian,

di dalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasial, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain
yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh
izin dari Menteri Agracia atau penjabat yang ditunjuknya.

Pasal-pasal tersebut kemudian digantikan dengan pasal 39 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 vang berbunyi :
PPAT menolak unfuk membuat akia, jika :

&

mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas

satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat ash

hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
mengenai bidang tanah vang belum texdaflar, kepadanyz tidak
diserahkan :

1} surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan babwa vang bersangkutan menguasai bidang
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2);
dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanzh yang
bersanghkutan belum bersertipikat dani Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang janh dari kedudukan
Kantor Pertanshan, dan pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Dega/Kelurahan.

Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum

yang bersangkutan atan salah sate saksi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 38 tidek berhak atau tidak memenubi syarat untuk
bentindak demikian; atan

Salzh satu pikiak atau para pihak bertindak atas dasar guato surat

kuasa mutlak yang pada hakiketnya berisikan perbuatan hukum

pemindahan hak; atau

Untuk perbuatan hukum vang akan dilakukan belum diperoleh izin

Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin terssbut

diperiukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlgky;

atau

Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalem

sengketa mengenam data fisik dan aten data yuridisnye; atan

Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
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dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997 vang
herbunyi :

Kepala Kantor Pertanahan menoclak untuk melakukan pendaﬁamn
peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah i
tidak Jdipenuht

a. sertipikat atau surat Imterangan tentang keadasn hak atas tanah
tidak sesual lagi dengan daftar-daflar yang ada pada Kantor
Pertanahary;

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)
tidak dibukbikan dengaa akta PPAT atau kutipan risalab lelang
sehagaimana domaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

¢ dokumen yang diperlukan untuk pendafiaran peralihan atau
pembebanan hak yang bersangkatan tidak lengkap;

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan

perandang-undangan vang bersangkutam;

tanzh yang bersangkutan merupakan cbyek sengketa di Pengadilarn;

perbuatan bukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau

dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; atau

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
dibatalkan oleh para pihak sebelum didafiar oleh Kantor
Pertanahan.

™o

Penolakan cleh Kanior Pertanaban dilakukan secara tertulis dengan
menyebut alasan-alasan penolakan tersebut. '® Surat penolakan beserta
sertipikat, akta dan dokumen-dokumen lain yang diterima dari PPAT dikirim
kembali kepada PPAT yang bersangkutan, sedangkan kepada pembeli
dikirimkan salinan surat penolakan.'”’ Selain itu, alasan-alasan penolakan
juga dicatat di buky tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan,'®

1% tndonesia (d), op.cit., pasal 28 ayat (3.

Y7 Ibid., pasal 28 ayat (4).
Ketentuan ind digantikan dengan Pasal 45 ayat (2) Persturan Pemerintzh Namor 24 Tehun 1997
yang mengatur bahwa sumat peaolakan disampaiksn  kepadz vang berkepentingan, disertal
pengembilian berkes permohonannyy, dengan salinan kepada PPAT yang bersangkutan.

¥ Wawancara dengan Bapok H.M.Syaiful Barkel, SH, MM, Kepalz Sob Saksi Peraliban Hak,
Pembebanan Hek dan PPAT Kantor Peranaban Kotamadys Tangerang pada tanggal 3 Juni 2008
pukul 10.4¢ WIR.
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b, mendaftackan Akta Jual Beli ke Kanior Pertanahan
Setelah membuat Akta Jual Beli, PPAT juga bertugas mendaftarkan jual

belt yang dibuktikan dengan akia tersebut ke Kantor Pertanahan. Menurut
pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendaflaran
dilakukan oleh PPAT yang bersangkutan segera setelah penandatanganan akia
dengan menyerahkan sertipikat, Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen
pendukung lainnya ke Kantor Pertanahan, Namun hal ini tidak mutlak, artinya
pendaftaran dapat pula dilakukan oleh pihak yang berkepentingan'® bilamana
dikehendaki demikian oleh para pihak, dengan ketentuan pembeli memberikan
tanda penerimsan gertipikat, Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen
pendukung lainnya kepada PPAT. Sedangkan menurut pasal 40 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendafiaran mutlak dilakukan
oleh  PPAT bersangkutan dalam waktu tujuh  hari  kerja  setelah
penandatanganen akta.''? Setelah pendafiaran selesai dilakukan, maka Kantor
Pertanahan menyerahikan sertipikat kepada pemegang hak.

Demikianlah, pendaftaran tanah mempunyai fungsi yang sangat krusial
bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan vakni untuk memperkuat
dan memperluas pembuktian, Memperkuat pembuktian karena dengan
pendaflaran tanah, pemegang hak wvang bersangkutan skan memperoleh
sertipikat scbagai alat bukti yeng kuat akan kepemilikan tenshnya.
Memperluas pembuktian karena pada dasarnya administrasi di Kantor PPAT
bersifat tertutup sehingga perbuatan hukum yang dilakukan olsh para pihak
dalam akta hanya diketahui oleh para pihak dan PPAT bersangkutan. Dengan
dicatatnya hak pemegang hak atas tanah pada Buko Tanah di Kaotor
Pertanahan yang bersifat terbuka untuk umum, maka hak-hak tersebut akan
diketahui olch masyarakat luas,

Berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya, PPAT diwajibken untuk
membuat buku dafiar untuk semua akta yang dibuatnya dan mengirim laporan

¥ Yang dimaksud pikak yang bezkcpeéﬁngan adalah pembeli.

'™ Pada saat kasus dafam tesis ini terjadi, yang berlaku adalsh Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahna 1961,
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bulanan mengenai akta yang dibuatnya tersebut kepada Kantor Pertanahan.'"!
Kewajiban bagt PPAT untuk menginm laporan bulanan fsrsebut baru
disyaratkan dalamn Peraturan ?eme:rima%l Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan sebelumnya yang mengatur
mengenal PPAT yakni Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tidak
pernzh mensyaratkan kewajiban ini.

2.5, Hak Guaa Bangunan Diatas Tanah Negara
Hak Guna Bangunan adalah hak antuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling
lama tiga puluh tahus. ''? Subjek hukum yang dapat menguasai Hak Guna
Bangunan adalah Warga Negara Indonesiz dan Badan Hukum vang didirikan
menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan yang berkedudukan di
Indongsia."™® Hak Guna Bangunan dapat diberikan diatas Tanah Negara, Tanah
Hak Pengelolaan ataupun Tanah Hak Milik.!" Hak Guna Bangunan atas tanah
Megara diberikan denpen keputusan pemberian hak dengan ketentuan sebagai
berikut
- sampal dengan 2000 m?2, pembenan Hak Guna Bangunan atas tanah Negars
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
~  mulai 2000 m2 sampai dengan 150.000 m2, pembenian Hak Guna Bangunan
atas tanah Negara dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi;
- diatas 130,000 m2, pemberian Hak Guna Bangunan diatas tunah Negara
dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria.'””

! Indonesia (¢, op.cir., pasal 26,

"2 tadonesia {b), op.cit., pasal 35 ayat {1},

" fhid, pasal 36 ayat (1),

'™ Indonesia (¢), Peraturan Pemerimah Teatang Hak Guna Usoha, Hak Gura Bangunan Dan

Hak Guna Pakai Aras Tanah. PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 38 Tahun 1996, TIN No, 1643,
pasal 21,

Perle diketabui baliwa kosus dalam tesis ind membahss mengensi Hak Guoa Bangunan yvang
diverikan distes Tansh Negara,

" Kementian Negata Agraria (b), Peraswran Menteri Negara Agraria/Kepole Badan
Pertanchar Nasional Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberion dan Pembatalan Keputusan
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Hak mana terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.''¢

Hak Guna Bangunan dapat beralib dan dialihkan kepada pihak lain dengan
jual beli, tukar-menukar, penyertaan dalarm modal, hibah dan pewarisan, Peralihan
Hak Guna Bangunan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar-

menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakokan dilskukan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT."

Hak Guna Bangunan dapat hapus bilamana :
- jangka wakiunya berakhur;
~ dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;
- dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum tangka waktunya berakhir;
~  dicabut untuk kepentingan umany
- ditelantarkan;
- tanahnya musnah;
- Orang atau badan hukum pemegany hak fidak lagl memenuhi syarat sebagai
subyek hulum pemegang Hak Guna Bangunan.'™®
Hak Guna Bangunan diberikan uniuk jangka wakiu tiga puluh tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangks waktu paling fama dua poluh tahun. Dalam hal jangka
waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya berakhir, kepada bekas
pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah
yang sama. ' Hak Guna Bangunan dimaksud dapat diperpanjang atau
diperbaharui atas permohonan pemegnng hak jika memenubi syarat
- tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan
fujuan pembenan hak tersebut;

- syaral-syarat pemberian hak terschut dipenuhi dengan baik oleh pemegang
hak;

Perberian Hok Atos Tanch Negara, Permeneg Agraria/Fepala BPN No, 3 Tabun 1995, pasal 4,
dan i3

""* Indonesia {€), op.cit., pasal 23 ayat (2).
7 1bid., pasal 34,
% tndonesia (b), pp.cit., pazal 49,

2 tndonesia (e), op.cit., pasal 25,
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- pemegang hak masth memenuhi syarat sebagal pemegang hak sebagaimana
dirnaksud dalam pasal 19;
tanah terschiut masih sesual denpan Rencana Tata Ruang Wilayah yang

bersangkutan.'*

2.6, Hak Tanggungan

Menurut pasal 1131 Kieb Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta
kekayaan seorang kreditor baik vang berupa benda-benda bergerak maupun
henda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun vang bamu akan ada dikemudian
hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Selanjutnya menurut pasal
1132 Kitab Undang-Undang Hukwum Perdata, hasil dari penjualan benda-benda
yaang menjadi kekayaan debitor itu dibagi kepada semua kreditornya secara
scimbang atau proporsional menurut perbandingan besamya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantars kreditor-kreditor tersebut ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukean. Yang dimaksud slesan-alasan yang sah unfuk didahulukan
tersebut adalah bila kreditor memegang hak jaminan. Dengan demikian, hak
jaminan dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitor yang memberikan
hak utama kepada seorang kreditor {ertentw, vaitu pemegang hak jaminan ifu
untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain apabila debitor cidera janji.
Kreditor yang tidak mempunyai hak vntuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor
fain disebut kredilor konkuren, sedangkan kreditor yang mempunyai hak untuk
didahulukan dissbut kreditor preferen. ™!

Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dan hak jaminan disamping Hipotik,
Gadai dan Fidusia. Hak Tangpungan hanya menggantikan Hipotik sepanjang yang
menyangkut tanah saja. Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara tetap beriaku.
Dengan demikian, ada beberapa jenis hak jaminan dengan nama yang berbeda-
beda, tetapi asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya boleh dikatakan sama,'

2 r1bid., pasal 26 ayat {1}

! Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, dsas-Asas, Ketentuan-Ketenman Pokok Dar
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Undang-Undung Hak Fanggungan), 4.2,
Cet.1, (Bandung : Penerbit Alumni, 19993, hal. 7-10.

22 fhid., hal 4.5,
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Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Benda Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah. Pasal | Undang-Undang tersebut menyebutkan :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjninya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nemor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atag tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untek pelunasan utang tertenty,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain;

Beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi
tersebut ialah :

L.
2.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.

Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-Undang
Nomor § Tahun 1960.

Hak Tanggungan dapat dibebankan atas hak ates tanah berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

Utang yang dijamin harus spatu utang tertentu.

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor fertentu
terhadap kreditor-kreditor lain,'*

Asas-gsas Hak Tanggungan antara isin ;

1.

Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor
pemegang Hak Tanggungan.

Angka 4 penjelasan umum Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996
menycbutkan bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak
Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan wmum tanah yang
dijadikan jaminan dengan hak mendabulu daripada kreditor-kreditor vang
lain. Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai droir de preference.
Sekalipun pemegang Hak Tanggungan diutamakan terhadap hak tagihan
kreditor-kreditor lain, namun terhadap piutang-pivtang negara, pemegang
Hak Tangungan harus mengalah.

Y fhid., hal, 1L
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2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.

Hal ini berarti Hak Tanggungan membebant secara utuh objek Hak
Tanggungan dan setiap bagian davipadanya. Telsh dilunasinya sebagian
dari wtang vang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagiun objek Hak
Tanggungan dan beban Hak Tengpungen, Hak Tanggungan tetap
membebani selurub objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum
dilunasi.

Sifat tidak dapat dibagi-baginya Hak Tanggungan dapat disimpangi
olch para pihak apabila para pihak menginginkannys dengan
memperianjikannya dalam  Akis  Pemberian Hak Tanggungan
Penyimpangan ini hanya dapat dilakukan sepanjang :

a. Hak Tanggungan itu dibebankan kepada beberapa hak atas tanah;

b. Pelunasan utang yang dijarain dilakukan dengan cara angsuran

yang besarnya sama dengan nilal masing-masing Hak Atac Tanah
yang merupakan bagian dari obiek Hak Tanggungen, yang akan
dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, schingga kemudian
Hak Tanggungen i hanya membebani sisa objek THak
Tanggungen untuk sisa utang yang betum dilunast.

Asas ini ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996,

3. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada Hak Atas Tanah vang
telah ada,

Hak Atas Tanah yang barn akan dipunyai oleh seseorang dikemudian
hari dan Hak Atas Tanah yang baru akan ada dikemudian hari tidak dapat
dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Asas ind diatur dalam Pasal 8 ayat {2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,

4. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tapahnya juga berikut
benda-benda yang berkaitan dengan tansh tersebut baik yang ielah ada
mauput baru akan ada dikemudian han.

Menurut Pasal 4 ayat (4) dan ayat {5) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996, benda-henda yang berkaitan dengan tanah wvang dapat
dibebani pula denpgan Hak Tanggungan itu bukan hanya terbatas benda-
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benda yang merupakan milik pemegang Hak Atas Tanah tetapi juga yang
bukan dimiliki oleh pemegang Hak Atas Tanah tersebut.
Perjaniian Hak Tanggungan adalah perjaniian accessoir.

Berjanjian Hak Tanggungan tidak berdin sendiri, artinya merupakan
suatu perjanjian ikutan dari perjanjian utang pintang. Asas ini diatur dalam
butir 8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,

Hak Tanggungan dapat dijadikan jeminan untuk utang yang baru akan ada.

Asas ini digtur dalam Pasal 3 ayat {1) Undang-Undang Nomor 4
Tahurn 1996,

Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 ini. Ketentuan ini membuka kesempatan bagi kredit sindikasi
perbankan, yang dalam hal ini seorang debitor memperoleh kredit jebih
dari satu bank (beberapa kreditor) berdasarkan syarat-svarat dan
ketentuan-ketentuan yang sama yang dituangkan hanya dalam satn
perjanjian kredit saja.

Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun obiek Hak
Tanggengan itu berada.

Asas yang dalam ilmu hukum dikenal sebagal drois de suile ini diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang intinya
menjelaskan bahwa Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek
Hak Tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab apapun
juga. Berdasarkan asas ini, pemegang Hak Tanggungan akan selala dapat
melaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindah,

Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu.

Asas yang diatur dalam Pasal § dan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-
Undang Hak Tanggungan ini menghendaki Hak Tanggungan hanya
dibebankan atas lanah yang ditentukan secara spesifik.

Hak Tanggungan wgjib didaftarkan,

Pada Hak Tanggungan berlzku asas publisitas atau asas keterbukaan,
artinya pemberian Hak Tanggungen wajib dideRarkan pada Kantor
Pertanahan oleh PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan
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dalam waktu 7 {tujuh) hari kerja sejzk akta ditandatangani. Pendaftaran ini
merupakan syarat mutiak lahimya Hak Tanggungan. Asss ini diatur dalam
Pasal 13 ayat {1) Undang-Undang Hak Tanggungan.

11. Objek Hak Tanggungan tidak boleh diperianjikan untuk dimiliki sendiri
oleh pemegang Hak Tanggunggan bila debitor cidera jaryi.

Menurat pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak

Tanggungan yang diberikan dengan memuat janji ini adalah batal demi
hukum,'**

Hak Atas Tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangonan den Hak Pakai Atag Tapah
Negara, '

Halk Tanggungan dapat hapus karena sebab-sebab sebagai berikut

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

2. Dilepaskamnya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

3. Pembersiban Hak Tanggungan berdasarkan penetapan pevingkat oleh

Ketua Pengadilan Negen;
4. Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibsbani Hak Tanggungan;'®

2.1, Analisis Kasus
2.7.1. Kasus Posisi
Pada tanggal 21 Pebruari 1987, Nyonya X membeli sebidang tanah Hak
Guna Buangunan dari sebuah Perusshaan Pengembang bemama PT. A,
Tnal beli berupa tanzh kosong, seluas 285 M2 yang merupakan sebagian dari
bidang tanah seluas 19.970 M2, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
15/Desa Kunciran, terletak di Kabupalen Tangerang (5aat ini Kotamadya

B4 rbid | hal 15-46.

'35 Yndonesia {f), Undang-Undang Tentang Hok Tangpungan Atas Tanah Beserw Benda-
Berda Yang Berkaitan Dengan Tonah, U Mo, 4 Tabun 1995, IN Na. 42 Tahun 1994, TLN No.
3632, pasal 4 ayat (1) dan {2},

RS Ibid., pusal 18 ayat (1).
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Tangerang) tersebut dilakukan dihadapan seorang PPAT di Kotip Tangerang
dengan  Akia Jual Beli tanggal 21 Pebruani 1987 Nomor
49971 3/Cipondoh/TB/1987.77  Adapun hingga saat ini jual beli tersebut tidak
pernah terdaRar di Kantor Pertanahan setempat dan Nvonya X tidak pernah
menerima bukti kepemilikan sertipikat Hak Atas Tanah.

Pada 1ahun 2005, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT
Kotamadya Tangerang yang berbeda, PT. A menjual kembali tanah Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran seluas 19.970 M2 tersebut
kepada PT, C. Pada tabun 2006, Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa
Kunciran tersebut hapus dan tanahnya jatuh kepada Negara karena jangka
waktunya telah berakhir dan PT. C tidak pemah meminta perpanjangan jangka
waktu, Tak lama kemudian, PT. C mengajukan kembali permohonan Hak
Guna Bangunan atas tanah terscbut, Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor
Pertanaban Propinsi Banien menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 4138/Kunciran atas nama PT. C. Saat ini, oleh PT. C, tanah Hak Guna
Bangunan tersebut telah dijeminkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan
pada suatu Bank.'®

Perlu diketahvi, kuasa Nyonya X menuturkan kepada penulis bahwa
beltau pernab menanyakan kepada PPAT yang membuat Akta Jual Beli antara
PT. A dan Nyonya X mengenéi alasan Nyonya X tidak pemah mendapatkan
sertipikat, PPAT tersebut tidak depat menjawab alasannya secara tegas namun
ia mengatakan bahwa Serfipikat beserta Akta Jual Beli telah discrabikan
kepada PT. A karena PT. A ingin mengurus sendiri pendaftaran jual beli
tesebut. **  Berdasarkan penuturan tersebut dan keterangan yang terdapat

'# T A menjual 1anah dengan cara pemisahan, bukan peraccahan. Dari tanah sertipikat Hak

Guna Bengusan Nomor 15/Desa Kunciran, diambil sebagian untuk diival kepada Nyonya X
Dalam pemisahan bidang tanab, bithing tansh vang Inas diambil sebagian yang menjadi satoan
bidang tansh yang baru. Sedangken bidanp tanzh induknys masih ada dan tidak berobsh
identitasnys kecvali mengenai luas dan batasnya,
Indonesia (a}, op.cir., penjelasan pasal 49 ayat (1)

'# Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluackan oleh Kantor Pertanahan Kotastadya

Tangerang tanggal & Pebruari 2009 Nomor 630,1-499-20609,

"% Wawaneara dengan Tuan Heomanto seleku kuasa dari Nyonya X pada tanggal 15 Pebruari

2009 pukul 14.00 WIB.
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dalam Surat Keterangan Pendafiaran Tanah Nomor 630.1-490-2005, dapat
disimpulkan babwa PPAT tersebut memang menyerahkan kembali Akta Jual
Beli beserta Sertipikat kepada PT. A.

2.7.2. Tanggung Jawab PPAT Dalam Jual Beli Yang Terjadi Pada Kasus
Nyonya X.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnyz bahwa dalam swatu perbuatan
hukum jual beli, PPAT bertugas membuat Akta Fual Beli dan mendaftarkan
jual beli yang telah dilakukan terscbut ke Kantor Pertanzhan,

a. Tanggung Jawab PPAT dalam Membuat Akta Jual Beii
Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar pendaflaran jual bell schingga

PPAT harus memastikan pembuatan akia dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum vang berlaku agar pendaflaran jual beli tidak ditolak oleh Kantor
Pertanahan, antara lain dengan memeriksa kebenaran objek jual bel,
kecakapan/kewenangan subjck hukum penjual dan pembeli serta memastikan
jual beli memenuli syarat-syarat, baik yang berlaku umum maupun yang
berlakn khusus terhadap obiek dan subjek hukum tertentu.

Seorang PPAT adalah seorang profesional vang menerima upah dari
pembell dan penyual bukan semata-mata untek mengkonstantir kehendak para
pihak dalam Akta Jua! Beli,®® tetapi juga sebagai penegah antara pembeli dan
penjual untuk memastikan mereka fidak melakukan perbuatan curang dan
melanggar ketentuan. Singkatnya untuk memastikan agar transaksi jual beli
dapat berjalan lancar sehingga tidak ada pihek vang dirugikan.

Proses menjadi seorang PPAT tidaklzh mudah. Hanya mereka yang telah
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan telah lulos ujias-ujian yang
diadakan oleh negare yang dapat diangkat menjadi PPAT, Semua ini
dilakukan pemenmtsh vntuk memastikan agar PPAT veng diangkat adalah
PPAT yang berkualitas dan mampu mengemban tugas yang diberikan negara
dengan baik.

VP Akta PPAT tidak lagi berkadar relaas akin tetapi sudah berbobot parsf akta.
Soediendrg, op.cir, bal. 92.
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Sebagai seorang profesional sudah sepatumya PPAT mempunyai wawasan
dan pengetahuan yang luas berkaitan dengan bidang yang digelutinya. '’
Inilah yang membedakannya dengan masyarakat awam. Karenanya vntuk
menjaga kualitasnya sebagai seorang profesional, PPAT dituntut untuk sclalu
memperdalam pengetahuannya.

Perbuatan hukum jual beli dan pemberian jaminan Hak Atas Tanah
merapakan merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan
masyarakat, Karepanya sudah sepatutnya PPAT mengetahui peraturan-
peraturan berkaitan dengan hal-hal ini, bailk vang berlaka wnum maupun
khusus terhadap objek dan subjek hukum terfeniu. Demikian pula halnya
dengan PPAT dalam kasus jual beli ini. Sudah sepatutnya ia mengetzhui
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 yang
mengharuskan Perusahaan Pengembang menjual tansh beserta bangunan.
Terlebih lagi pada saat kasus ini terjadi, peraturan tersebut sudab berlaku
selama sebelas tahun,

PPAT yang menghadapi kasus penjualan tanah kosong scharusnys
memberi nasihat agar pembeli dan penjual terlebih dahule meoandatangani
Perjanjian Pengikatan Jual Beli, baik yang dibuat dibawah tangan maupun
yang dibuat dihadapan Notaris. Setelah bangunan selesai dibangun, barulah
kemudian pembeli dan penjual menandatangani Akta Jual Beli dihadapan
PPAT.

Ada beberapa dokumen yang dapat digunakan PPAT untuk memastikan
diatas tanah tersebut benar felah didiriken bangunan, yakni berupa buktl

" Salah satw ciri kaum profesional adalak memiliki pengetahuan atau kecakapan “escterik™
{yang hanya diketshui dan dipahami oleh orang-omang fertentu saja} yang tidak dipnlifd oleh
sngeota masyarakst lsin,
8ri Rahayu Ruswatiningsth, “Implementasi Sanksi Etika Profesi Terhudap Seorang Pejabat
Pembuat Akt Tanah (PPAT) Dalam Menjelankan Jabstannys,” (Tesis Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia, Depok, Januari 2009), kal. 47 mengutip Alvin 8. Johnson, Sesielogé Hukum
(Sociology of Law), diterjemakkan oleh Rinzldi Simamora, (Jakaria : Rineka Cipta, 1984}, hal. 7.

Pengemban profesi merupakan kelompok orang atan seseorang vang membidangi pekerjaan yang
khusus melaksanskan kegiatan yang memeriukan ketrampilan dan keahiian bnggl guna memenuls
kebutuhan yang nuenit dari manusia, 61 dalamaya pemskaize dengan ¢ars yang benar akag
ketrampilan dan keablian tinggl, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya pengussaan pengetahuan
dengan ruang lingkup yang fuas,

Abdul Wahid dan Moh, Mukithin, Enke Profosi Fudum {Rekoustrukst Citra Peraditan di
Indonesia}, Cet. 1, (Malang : Bayumedia, 2009}, hal. 84.
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pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan {(PBB} dan surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMR}.

Dalam praktek, pada saat PPAT akan membuat Akta Jual Beli, PPAT
meminta agar Perusahaan Pengembang menverahkan ; buktl keanggotaan
Real Estate Indonesia {REI), Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya,
identitas pihak yang mewakili Persercan, Sertipikat, Peta Situasi, Gambar
Bangunan, surat Izin Mendirikan Bangunan {IMB), bukti Pembavaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), bukti pembayaran Pajak Penghasilan,'*

Demikianlah, tindakan PPAT dalam kasus ini, yang membuat Akta Jual
Beli atas tansh kosong yang dimiliki oleh Perusabaan Pengembang adalah
keliru dan dapat mengakibatkan pendafiaran ditolak oleh Kantor Pertanahan,

Kelalaian dan kekurang hati-hatian PPAT dalam proses pembuatan akta
dapat mengakibatkan PPAT dikenekan sanksi oleh Menterd Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional bemipz pencabutan wewenang
PPAT tersebut untuk membuat akta berdasarkan Pasal 40 ayat {3) Peratuman
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961', Selain ita, PPAT dapat pula dituntut di
muka Pengadilan, Paszl 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
berbunyi "Tiap perbuaian meiawan hukum, yang membawsa kerugian kepada
seorang lain, mewaiibkan orang yang karena salahmiya menerbitkan kerugian
i, menggaotl kerugian tersebut”, Dan pasal 1366 berbunyi ; “Setiap orang
bertanggungiawab tidak saja untwk kerugian yang disebabkan Karema

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati-hatinya”,

132 awancara dengan Ibu Arikanti Nakakusumah, SH, PPAT Jekerra Darat pads tmggal

& April 2009 pukui 15,30 WIB.

Pada masa kasus ini berlakuw, belom ada kebarussn bagi penjual untuk membayar Pajsk
Penghasilan.

123 Pasal 40 ayat (3) Persturan Pemerinth Nornor 10 Tahun 1961 Berbunyi :

"Menteri Agraria dapat mencabut wewenang Seorang penjabat untak membuat akta, jika ia tidak
menyelenggarakan kewajibannya yang tercantum dalam pasal 38 diatas sebogaimana mestinya
atzu ika Ia sering meninbulkan kerugian bagl orang-orang yang minta dibustkan akta sebagai
yang dimaksud dalarm pasal 19 dan 227,

Universitas indonesia

Akibat Hukum..., Elina Kartini, FH Ul, 2009



57

Pasal 22 aval (3) Persturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
menjelaskan  bahwa PPAT bertugas mendaftarkan  jual beli dengan
menyerahken Sertipikat, Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen pendukung
lainnya ke Kantor Pertanahan segera sctelah penandatanganan akia oleh para
pihak. Apabila dikehendaki, jual beli dapat pula didaftarkan oleh pembeli
dengan membawa sendin sertipikat, Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen
pendukung lainnya ke Kantor Pertanahan dengan sebelumnya memberi tanda
penerimaan kepada PPAT. Peraturan ini adalah peraturan dasar yang diajarkan
kepada PPAT pada saat duduk di perguraen tinggi program pendidikan
spesialts notariat atau program pendidikan khusus PPAT. Tujuan persturan ini
adalah agar penjual tidak berbuat curang dengan menjual kembali hak atas
tanah kepada pihak lain. Hal ini dapat terjadi, sebab selama jual beli belum
didaflarkan, masyarakat umum fidak akan mengetahui bahwa jual beli telah
dilakukan,

Alas dasar tersebut, jelaslah bahwa PPAT dalam kasus ini telah
melakukan perbuatan melawan hukum karenz meskipun ia telah mengetahui
babwa perbuatannys tersebut dapat memugikan Nyonva X, i3 fetap
menyerahkan Sertipikat, Akia Jual Beli dan dokumen-dokumen pendukung
famnya kepada PT, A untok didafiarkan,

Pada akhirnya, karena jual beli tidak permnah didaftarkan di Kantor
Pertanahan, hal ini memberi kesempatan kepada PT. A untuk menjual kembali
objek jual beli kepada pihak lain (PT. ), vang torut dirugikan karena scbab-
sehab yang akan dijelaskan dibawah ind.

Jual beli sah apabila memenuhi syaral-syarat materiil yaitu ;

1. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.

2. Poembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.

3. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjnalbelikan menurat hukum,

4. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa !>

Jual beli yang ferjadi antara PT. A dap PT. C atas taunah Hak Guna
Bangunan Nomor 15/Desa Kunciran, yang didalamnya termasuk tanah seluas

B4 Hitagalung et al, op.cit | hal, 75-76,
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285 meter persegi, vang ielah dijual oleh PT. A kepads Nyonya X dengan
Akia Jual Beli Nomor 499/13/Cipondoh/IB/1987 (selanjuinya disebut
TANAH X} adalah tidak sah sepanjang mengenai TANAH X, sebab jual beh
tidak memenuhi salah sate syarat materiil yakni penjual (PT. A) bukanlah
pihak yang berhak untuk menjual tanah. Hal ini karena PT. A bukanlah
pemegang hak atas tanah vang sebenamya.

Menurut Hukum Tanah Nasional bukan pendaftaran tapi sahnya perbuatan
hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada
pembeli.’® Jual beli antara PT. A dan PT. C sepanjang mengenai TANAH X
adalah tidak sah, schingga meskipun TANAH X telah terdaftar atas nama
PT. C, hal ini tidak membuat PT. { menjadi pemegang hak yang sah atas
TANAH X.

Alas perbuatannya yang telah merugikan Nyonya X dan PT. C ini, PPAT
dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang untuk membuat akta
oleh Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional'’®, Selain
itu, ia juga dapat dituntat di Pengadilan Negeri baik secara perdata atas dasar
perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Holkum Perdata, dan dituntut secara pidana atas dasar kejshatan jabatan
berdasarkan pasal 415 dan pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'®’,

35 Indonesia menganut sistem publikasi negatif dengan ynsur positit’ Dalam sistem publikasi
negatif, negara sebagai pendafiar tidak menjamin bahwa orang yaog terdallar sebagal pemegang
hak benar-benar orang yang berbuk karena mepurut sistem ini bukan pendaftaran tapi sahnya
parbuatan hukurn yeng dilakakan yaag menentukan berpindshnya hak kepada sembeli,

¥ tndonesia (d), ep.cf, pasal 40 ayat (3).

P Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi -
Setigp pejabat atay orang lain yang ditugasken menjalanisn suste jabatan vmumn
terus-mentrus stau untuk sementars waktu, yang desgen sengajn menpgelapkan
vang atay swrat berhargs yang disitnpan karena jabatannya, atan membiarkan uang
atau surgt berharge itu diaelil atau digelapkan oleh orang lain, staw menolong
sebagal pembantu dalam melakukan pecbustan fersebut, disncam dengan pidana
penjara paling lama tujul tahun,

Pasal 417 Kiteb Undang-Undang Hukum Pidans berbunyi :
Setiap pejabst atsu orang lain yang diberd tugas menielankan suatn jabatan umum
terus-mengrus  atau  untuk  sementera wakty, yang sengaja  menggelapkan,
nienghancwrkan, merusakdorn atan membikin tak dapat dipakai barang.barang yang
diperuntuikan gunz menyakinkan atav membuktikan di muka penguasa yaag
berwenang, akla-akts, surat-surat st daflardafiar veng dikuasainys kerema
jsbatannya, atav  wmembiackan orasg lain  mensghilangkan, meaghsncurkan,
merusakkan atau membikin t2k dapat dipakai barsng-barang it, ateu menolong
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2.7.3, Kedudukan Dan Hak-Hak Nyonva X Terhadap Tanahnya Ditinjau
Dari Segi Hukum Tanah.

Jual beli dalam konsepsi hukum adat adalah sustu perbuatan hukum vang
bersifat terang dan tumal. Terang artinya perbuatan hukum tesebut dibuat
dihadapan pejabat vang berwenang (PPAT). Sedang tunai artinya dengan
dibayamnya harga jual beli, maka seketika itu pula hak atas tanah beralih dar
penjual kepada pemabeli.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/SIP/1970 ' menegaskan
pelaksanaan fnal beli tanah menurut Hukum Tanah Positif, yakni bahwa ;

1. Jual beli atau pemindahan hak bersifat tunal.

2. Sabnya jual beli ditentukan oleh syarat materiil jual beli bukan oleh

dilakukannya jual beli dihadapan PPAT.

3. Perbuatan jual beli dihadapan PPAT hanya syarat untuk pendaftaran jual

beli di Kantor Pertanahan yang bersifat administratif belaka ™

Dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa jusl
beli antara PT. A dan Nyonya X adalak sab karena jual beli telsh berlangsung
secara tunal. Selain v, juga karena jual beli telah memenuhi syarat-syarat
materiii sebagai berikut :

1. Penjual berhak menjual tanah vang bersangkutan.

Z. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan,

3. Tangh hak yang bersangkutan boleh dipenjualbelikan menurut hukum.

4. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa,'s?
Sahmya jual beli menyebabkan TANAH X beralih kepada Nyonya X, meskipun
perahiban tersebut tidak sempuma sebab peralihan tanah tanpa bangunan tidak
dapat didaftarkan di Kantor Pertanghan.

sebagai pernbantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tabun enam bulan.

% Keputusan Mahkamah Agung ini adalah keputugan atas suatu kasus hibah tansh di Bali
pada ahun 1964 yang dilakukan di depan Bandesa {Wakil Kepals Desa).

" Hutagatung ot. al., op.cit. , hal. 75-76.
 1bid
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Pada tahun 2005, PT. A melakukan perbuatan melawan hukum dengan
menjual kembali tanah Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Kunciran, yang
didalamnya termasuk TANAH X. Jual beli antara PT. A dan PT. C ini adalah
tidak sah dan karenanya batal scpanjang mengenai TANAH X karena tidak
mementihi salah satu syarat matenil jual behi yaitu penjual bukaniah pihak yang
berhak untuk menjual fanah,

Dengan batalnya jual beli ini, maka batal puls tanah Hak Guna Bangunan
Nomor 4138/Kunciran, sepanjang mengenal TANAH X, yang dipereleh PT, C
berdasarkan hak prioritas dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996,

Indonesia menganut sistern publikasi negatif dengan unsur positif. Dalam
sistem publikasi negalif, negara sebagai pendaflar tidak menjamin bahwa orang
yang terdafiar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena
menurat sistem ini bukan pendaflaran tapi sabnya perbuatan hukum yang
dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli,** Jual beli yang
sah menurut Hukam Tanah Nasional adalah jual beli antara PT. A dan Nyonya X,
maka yang berhak atas TANAH X adalah Nyonya X. Oleh sebab itu, yang berhak
atas hak prieritas TANAH X seharusnya adalah juga Nyonya X, bukan PT. C.
Afas dasar hak prioritas ini scharusnya Nyonya X dapat mendaftarkan TANAH X
kepada Kantor Pertanahian setelah 1a melakoken pembangunan diatas tanah
tersebut. Namun karena TANAM X teleh dibebankan dengan Hak Tanggungan
pada suatu Bank, maka meskipun Nyonya X mendapatkan Hak Atas Tanahnya
kembali, Hak Tanggungan tetap melekat pada TANAH X, Hal ini berdasarkan
ketentuan bahwa Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan stapapun
objek Hak Tanggungan berada (asas droif de swite¢) yang diatur dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1596.

¥} 51 ind karena sistern publikasi negatif menganut azas remo plus juris, dimans orang tidak
dupat menyerahkan atau memindabkan hak melebihi 203 yang dia sendiri punyal,
Harsono, op.cit., bal. §1-82.
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BAB3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dalam tesis ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1.

PPAT dalam kasus ini bertanggungjawab penuh sebab kesalahannya dalam
melaksanskan tugas ielah menyebabkan kerugian bagi pibak-pihak terkat.
Seorang PPAT sehamisnya tidak semata-mata membuat akta, akan tetapi ia
harus memastikan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan aktanya sampai
dengan pendaftaran perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
hukum yang berleku. Atas kesalahannya, PPAT dapat dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan wewenang unfuk membust akta oleh Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sanksi perdata atas dasar
perbnatan melawan hokum ataspun sanksi pidana atas dasar kejahatan

jabatan,

Indonesia menganut sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Dalam
sistem publikasi negatif, negara schagai pendaftar tidak menjamin bahwa
orang yang terdaftar sebagai pemepang hak benar-benar crang vang berhak
karena menurut sistem ini bokan pendaftaran tapi sahnya perbuatan hukom
yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Jual beli
antara PT.A kepada Nyonya X adalah sah, sehingga Nyonya X berhak atas
TANAH X dan karenanya berhak pula atas hak prioritas untuk pembsharuan
Hak Guna Bangunan atas TANAH X yang telah berakhir jangka wakfunya.
Dengan hak prioritas im, Nyonya X dapat mendaftarkan TANAH X ke Kantor
Pertanahan setelah ia melakukan pembangunan diatas tanah tersebut. Meski
demikian, Hak Tanggungan yang ada tetap melekat pada TANAH X karena
pada Hak Tanggungan berlaku asas drodt de suite yaitu Hak Tanggungan
mengikuti obieknya dalam tangan siapapun objek Hak Tanggungan berada,
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3.2. Baran

L.

PPAT adalah seorang profesional, yang mempunysi tanggung jawab terhadap
masyarakat dan negara. (leh sebab itu, seorang PPAT harus memberikan
pelayanan sebatk mungkin sesuai dengan tfuntutan profesinya. PPAT
janganlah hanya bertindak semata-mata sebagal petugas pembuat akia, akan
tetapi iz juga harus memberikan saran dan mesghimbae klienmya agar
melakukan hal-hal vang diperlukan guna memenuhi ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku. PPAT juga harus mempunyai kemandirian moral agar
tidak mudah terpengaruh  oleh pandangan materialisme vang dapat
menyebabkan PPAT mudah dibujuk oleh pihak-pihak tertentu untuk
melakukan pelanggaran hukum. Singkatnya, scorang PPAT wajib senantiasa
bertindak sesuai  peraturan, bersikap teliti dan  berhati-hati  delam
melaksanakan tugasnya sebab pelanggaran atavpun kelalaian yang dilakukan
oleh PPAT dapat merugikan masyarakat pengguna jasa PPAT, pihak lain dan
dirinya senditi karena sanksi-sanksi hukum yang akan dihadapinya.

Penulis menyarankan agar instansi-instansi terkait menerapkan sanksi yang
keras kepada Perusabaan Pengembang maupun PPAT yang melakukan
perbuatan melawan hukum, dengan fujuan tidak hanya untuk menghukum
mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, tetapl juga untuk mendorong
agar Perusahgan Pengembang maupun PPAT lainnya mematuld peraturan
vang berlaku,

Pernerintzh mengharuskan Perusahizan Pengembang menjnal tangh beserta
bangunan. Napwm hingga saat ini, tidak ada standarisasi mengenai
defimsi "bangunan” sehingga masing-masing Kantor Pertanahan menetapkan
kniteria yang berbeda mengenai apa yang disebut “bangunan”. Sebagian
Kantor Pertanahan menganggap bahwa fondasi telsh dapat dikategorikan
scbagai “bangunan’, sedangkan schagian lainnya mengangggap baru dapat
dikategorikan scbagai “bangunan” spabila pembangunan telah dilaksanakan

sampai mencapal atap. Oleh sebab itu demi kepastian hukum, penulis
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menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional membuat suatu peraturan yang

mengatur definisi “bangunan”.
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Saksi-caksi

I. ttﬁt"‘

2’ ttﬁ&-

s

UNTMER BUMBINATO...)

KETERANGAN :

-4 -

13 Yang tidak perlu dicoret,
2) Diisi pama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal pergualf
pembell serta jika bessuami scbutkan juga keferangan-keterangan me-

ngendd suaminys.

~A5L% akts ini telsh ditandse
tanganl de2ngan sempurna, —--w
~Diberikan sebagsl sBlinan --
yang samna bunyinya, cecwwe--

T 3de=

'3} Hanya dilsi bilz tanahnya belum diurasikan dalam suatu surat ukor.

4y Jika tidak dilnglni, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti.

5} Ruangan kosong ini dapat dipergunakan uniuk syaratsyaral lain, yang
dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan

harus dicoret (2).

6) Diisi nama, pekerjzan, dan tempsf tinggal para saksi,
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